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MOTTO 
 
ِ إِ ذِ اِا ِسِ ت ِه ِلِ ِلا ِم ِىِ ل ِىِ دِ ِو ِر ِث 
“Apabila telah berteriak (bersuara) anak yang dilahirkan maka ia adalah ahli 
waris.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 
  
viii 
 
PERSEMBAHAN 
 
 Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah 
memberikanku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN 
Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini 
dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan 
kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karyaku ini kepada mereka yang 
tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk: 
1. Kedua orang tuaku yang telah membimbing dan mengarahkan setiap 
langkahku dengan segala doa dan harapannya dan senantiasa bersabar 
dalam menuntun anak-anaknya kepada jalan yang benar. 
2. Saudara-saudaraku tercinta, yang selalu memberikan semangat serta 
dorongan kepada penulis agar terselesainya skripsi ini. 
3. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester 
pertama hingga sekarang. 
4. Dosen pembimbing saya yang senantiasa bersabar menunggu penulis 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Semua rekan-rekan seperjuangan  Hukum Keluarga Islam angkatan 2013. 
6. Teman-temanku tersayang yang tanpa lelah memberikan semangat dan 
nasihat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, khususnya 
Ismah Nur Hasanah, Muna Rana, dan Fatimah Azzahra, Khusna Safira. 
 
 
 
 
 
 
 
  
ix 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z/ Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
x 
 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
xi 
 
 Dammah U U 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan 
huruf, yaitu : 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى ……أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
    
   Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf  
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
xii 
 
ي …….أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup  
 Ta Marbutah atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati  
  Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti 
oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua 
kata itu terpisah  maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan 
/h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ةضور لأالااط  Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
xiii 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2, لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu 
لا  . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara 
kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  
ditrasliterasikan  sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan 
huruf yang sama   dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang 
itu.  Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  
ditrasliterasikan sesuai dengan aturan  yang digariskan di depan  dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata yang mengikuti  dan 
dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
 
 
xiv 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan 
karena  dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini:  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta'khuduna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf 
kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka  yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan 
tersebut  disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat 
yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.  
 
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 امو دحمم لاإ لوسر  Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 دمحلا لله بر نيملاعلا  Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
 
 
xv 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  
yang sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau 
harakat  yang dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya  bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan 
pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
 نإو للها وله ينقزارلايرخ  Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
 اوفوأف ليكلا لاونازيم  Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na  
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ABSTRAK 
 
 Nur Laila Fariha Olajuwon, NIM: 132121059, “ Hak Waris Anak Dalam 
Kandungan Menurut Fiqh Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang 
Perlindungan Anak di Indonesia.” 
 
Fiqh waris menyebutkan bahwa seorang anak dalam kandungan berhak 
mendapatkan bagian warisan karena ia termasuk ahli waris selama keberadaannya 
diketahui atau dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal. Hal ini 
menunjukkan bahwa fiqh waris telah menjamin hak seorang anak terutama dalam 
hal harta bahkan ketika ia masih dalam kandungan. hal ini sejalan dengan pasal 1 
ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu yaitu Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
bahwa yang dimaksud anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk 
anak dalam kandungan. begitu juga dalam Pasal 1 ayat 2 yaitu Perlindungan Anak 
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tmbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi”. Hanya saja Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia 
dalam implementasi perlindungan harta anak terutama anak dalam kandungan 
belum mendetail, sehingga, fiqh waris dalam hal ini bisa menjadi landasan dalam 
ketentuan hak harta anak yang sesuai dan menjamin kehidupan anak dalam 
kandungan  kedepannya. 
 
 
Kata Kunci: Hak Waris Anak dalam Kandungan, , Undang-Undang Perlindungan 
Anak, Relevansi Fiqh Waris dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di 
Indonesia. 
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ABSTRACT 
 
 Nur Laila Fariha Olajuwon, NIM: 132121059, “Inheritance Rights on 
Unborn Child (fetus) Accordings to Fiqh (Islamic Jurisprudence) and Its 
Relevance to Child Protection Law’s Indonesia”.  
 
Islamic inheritance law states that unborn baby (fetus) has a right to inherit 
because he is an heir as long as his existence is known or alive when the heir dies. 
This show that Islamic inheritance law has guaranteed the rights of a child, 
especially in matters of property, even when he is still in the womb, this is in line 
with article 1 paragraph 1 of the child protection law number 35 of 2014 
concerning amendments to law number 23 of 2002 that states a child is a human 
being under 18 (who is not yet 18 years old) including unborn child (fetus) as well 
as stated in article 1 paragraph 2 a child protection is all activities to guarantee 
and protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate 
optimally in accordance with human dignity, and get protection from violence and 
discrimination. However child protection law’s Indonesia in the implementation 
of the protection of children’s property especially unborn child have not been 
detailed, therefore in this case Islamic inheritance law can be used as a foundation 
in the provision of appropriate child property rights and ensure the life and future 
of unborn child.  
 
Notes: Inheritance Rights on Unborn Child (fetus), Child Protection Law , 
Relevance Islamic Jurisprudence to Child Protection Law in Indonesia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat 
Al-Qur‟an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat 
dimengerti sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Selain 
itu, hukum waris berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak 
diberikan dengan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di 
antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul 
pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada 
siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur 
dalam hukum waris Islam .
1
  
Mempelajari hukum waris Islam atau ilmu faraidh adalah suatu 
keutamaan, hal ini seperti yang dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad, yaitu:  
َطبٖىٌا ُيِىُمٍََػَو َنآِشُمٌْا اِىُمٍََؼَر( : مٍََعَو ًٔ ٍٍََِػ للها ىٍََص للها ُيِىُعَس َيبَل : َيبَل ٕدِىُؼِغَم ىِثَأ ِهَػ ،
ِىُجْمَم ْؤُشِما ىِوِإَف ،بٌَ ِىُمٍََػَو َطٔئاَشَفٌْا اِىُمٍََؼَرَو ًٔف ٔنبَىْصا َفٍَٔزِخٌَ ْنَأ ُهٔشِىٌَُو ،ْعِىُفِشَم ُمٍْ ٔؼٌْاَو ،ض
.ذحمأ يشور )بَمٌُ ُشِجِخٌَ اّذَحَأ ٔناَذِجٌَ َلاَف ٔخٌََأِغَمٌْاَو ٔخَضٌِِشَفٌَا 
Artinya: “Dari Ibnu Mas‟ud, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah 
SAW: “Pelajarilah Al-Qur‟an dan ajarkanlah kepada manusia. 
Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia. Karena aku 
                                                          
1
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: UII press, 2001), hlm.3. 
2 
 
adalah orang yang akan mati, sedang ilmu pun bakal diangkat. 
Hampir saja ada dua orang berselisih tentang pembagian 
warisan dan masalahnya tidak menemukan seseorang yang 
memberitahukan kepada keduanya.” (H.R. Ahmad) 2 
Riwayat di atas menjelaskan kepada kita pentingnya mempelajari ilmu 
faraid} dan mengajarkannya kepada yang lain Sedangkan pembagian ilmu 
faraid}  ini bisa diterapkan apabila terjadi kematian dalam sebuah keluarga dan 
adanya ahli waris yang berhak untuk mendapatkannya. 
Ilmu faraid} sendiri tidak hanya membahas terkait kewarisan anak yang 
ditinggal mati oleh bapak ataupun istri yang ditinggal mati suaminya, akan 
tetapi ilmu faraid} juga membahas pembagian atau hukum kewarisan anak 
dalam kandungan atau hamlu, khuntsa (banci), ataupun terkait dengan dzawil 
arhaam. Dalam hukum waris Islam dijelaskan apa yang dimaksud dengan 
hamlu, khuntsa, dzawil arhaam maupun yang lainnya terkait dengan 
kewarisan terutama dalam madzhab Syafi‟i. 
Para ulama telah sepakat dalam menetapkan syarat-syarat seorang ahli 
waris yang berhak mendapatkan warisan adalah pada saat kematian pewaris 
jelas nyata ada dan hidupnya anak dalam kandungan tersebut. Para ulama juga 
sepakat bahwa anak yang berhak diperhitungkan sebagai ahli waris dengan 
                                                          
2  Ima>m Nawawi>, Al-Majmu>’ Syarhul Muhadzab, jilid ke-16, (Kairo, Da<rul Fikr), hlm. 
50.  
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syarat sudah berwujud di dalam rahim ibunya pada saat pewaris meninggal, 
dan hidup pada saat dilahirkan.
3
  
Kitab Al-Majmu>’ Syarhul Muhadzab menjelaskan bahwa hukum 
kewarisan anak dalam kandungan adalah jika seseorang itu meninggal dan 
meninggalkan ahli waris yang masih berupa anak, maka hukumnya adalah dia 
(anak) berhak mewarisi apabila anak tersebut lahir dan bersuara keras  atau 
ketika orang yang mewarisi itu meninggal anak tersebut masih menjadi ruh 
ataupun segumpal darah.  
 بًصِساَو ًلاِمَح َفٍََخَو ًَ ُجَس َدبَم ْنِإَو"– بّخِسبَص ًَ َهَزِعاَو ًَ َصَفِوا ْنِإَف :ِدَشٔظُو- ٌَ ًُ َوِإَف ,ُسِش
".ًخَفْطُو ٕزٔئَمِىٌَ َنبَو ِوَأ ًٔ ٔصِسِىَم ٔدِىَم َيبَح ْحِوُس ًٔ ٍِٔف َنبَو ٌءاَىَع 
Hal ini sesuai yang telah diriwayatkan olehAbu Zubair dari Jabir, 
Rasulullah SAW bersabda : “Apabila bayi itu mengeluarkan suara maka dia 
berhak mewarisi dan di sholatkannya.” Syaikh Abu Hamid berpendapat tidak 
adanya perbedaan, tetapi apabila bayi itu lahir dan tidak mengeluarkan suara 
serta diketahui hidupnya melalui geraknya atau selainnya, maka menurut 
pendapat Abu Hanifah mendapatkan warisan, sedangkan Imam Malik 
berpendapat bahwa bayi itu tidak dapat mewarisi.
4
 
Ditetapkannya hak waris anak dalam kandungan termasuk dalam 
kategori ahliyatul wujub. Ahliyyatul wujub sendiri dibagi menjadi dua, yaitu 
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 Al-Qadhi Al-Mustasyar, Al-Mawarist „ala Al-Madzahib al-arba‟ah, dikutip oleh Sri 
Hidayati, Kewarisan Khuntsa, Mafqud, Anak dalam Kandungan, lihat problematika Hukum 
Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, Muchit A.Karim (editor), hlm.396. 
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 Ima>m Nawawi<, Al-Majmu>’ Syarhul Muhadzab, jilid ke-16, (Kairo, Da<rul Fikr), hlm. 
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ahliyyatul wujub naqishah dan ahliyyatul wujub kamillah. Dan anak dalam 
kandungan termasuk dalam kategori ahliyatul wujub naqishah, karena ia 
berhak menerima hak tapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban, 
karena secara jelas ia belum bernama manusia.
5
 Para ulama ushul fiqh sepakat 
bahwa hak anak dalam kandungan yaitu, hak keturunan dari ayahnya, hak 
warisan dari pewaris yang meninggal.  
Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah menjamin hak harta seorang 
anak walaupun masih dalam kandungan. Hal ini berbeda dengan undang-
unang terkait perlindungan anak yang ada di Indonesia, dalam beberapa kitab 
udang-undang di Indonesia yang membahas terkait hak anak belum ada yang 
membahas secara rinci terkait hak harta seorang anak dalam kandungan. 
Sehingga, dalam hal ini menunjukkan bahwa hukum yang dihimpun dalam 
kitab perundangan memiliki celah hukum dan berakibat adanya kekosongan 
hukum. 
Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia juga 
menyebutkan terkait hak harta seorang anak dalam kandungan, walaupun tidak 
secara rinci, begitu juga dengan Undang-Undang perlindungan anak. Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan 
Anak) Pasal 1 Ayat 2 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa 
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tmbuh, berkembang, dan 
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 Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 
1997, Hlm. 357-358. 
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berpartisipasi secara optimal sesuai denga harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, ketentuan 
tersebut menjelaskan bahwa anak dalam kandungan berhak mendapatkan 
perlindungan untuk hidup dan lain sebagainya, tetapi yang menjadi 
permasalahan adalah dalam udang-undang terkait perlindungan anak di 
Indonesia, yaitu KHI, Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan 
Anak  tersebut belum menjelaskan secara rinci terkait apabila terjadi 
permasalahan terkait hak harta anak dalam kandungan. 
Penulis disini akan lebih menekankan kepada relevansi undang-undang 
perlindungan anak di Indonesia yang membahas terkait hak harta seorang anak 
karena tidak disebutkan secara pasti terkait hak seorang anak dalam 
kandungan, sehingga, hak seorang anak dalam kandungan belum terjaga. Hal 
ini, supaya tidak memicu kekosongan hukum dari kacamata hukum 
kontemporer, dan kemungkinkan terjadi pandangan lain terhadap status harta 
seorang anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan anak yang masih 
dalam kandungan seharusnya mendapatkan hak yang sama dengan anak yang 
sudah dilahirkan apabila dia dalam keadaan hidup. Dalam Undang-Undang ini 
hak harta yang masih dibawah umur pun akan diserahkan kepada walinya, 
akan tetapi yang menjadi permasalahan banyaknya kejadian yang tidak sesuai 
dengan apa yang ada dalam Undang-Undang tersebut.  
Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik 
untuk mengkaji lebih jauh bagaimana status hak waris anak dalam kandungan 
dan relevansinya terhadap Undang-Undang perlindungan anak di Indonesia, 
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selain itu penulis melakukan penelitian ini supaya masyarakat pada umumnya 
mengetahui bahwa Islam telah menetapkan hak harta seorang yang masih 
dalam kandungan apabila diketahui kehidupannya melalui hukum waris Islam 
atau ilmu faraid}. Oleh karena itu untuk merealisasikannya penulis melakukan 
penelitian dengan judul “Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut 
Fiqh Dan Relevansi Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak di 
Indonesia”. 
B. Rumusan Masalah 
Untuk memfokuskan kajian, maka dalam penelitian ini penulis 
memusatkan pada dua rumusan masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana konsep  waris anak dalam kandungan menurut fiqh waris 
Islam? 
b. Bagaimana relevansi konsep waris anak dalam kandungan menurut fiqh 
waris Islam tehadap Undang-Undang Perlindungan Anak? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab rumusan 
masalah yang telah diajukan. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini 
adalah : 
a. Untuk mendeskripsikan konsep waris anak dalam kandungan menurut fiqh 
waris Islam. 
b. Untuk mendeskripsikan relevansi konsep waris Islam tehadap Undang-
Undang Perlindungan Anak. 
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D. Manfaat penelitian 
Dan manfaat dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut : 
1. Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat muslim terkait 
konsep waris anak dalam kandungan dan memberikan pemahaman 
kepada masyarakat Islam bahwa Islam telah memberikan hak kewarisan 
anak sejak dalam kandungan. 
2. Memberikan konstribusi keilmuan sebagai bahan pertimbangan dalam 
mengembangkan cakupan perundangan perlindungan anak di Indonesia.  
E. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka atau telaah pustaka, sebagaimana disebutkan dalam 
buku Sumadi Suryabrata adalah teori, konsep, maupun generalisasi-
generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis dalam sebuah penelitian. 
Tinjauan dari adanya tinjauan atau telaah pustaka tidak lain adalah agar 
penelitian yang akan dilaksanakan memiliki dasar yang kokok dan bukan 
sekedar perbuatan coba-coba. Sumber dalam tinjauan pustaka secara garis 
besar dapat dibedakan menjadi dua, yakni sumber acuan umum dan sumber 
acuan khusus. Sumber acuan umum adalah sumber kepustkaan yang berwujud 
buku, ensiklopedi, monograp dan sejenisnya. Sumber acuan khusus adalah 
hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat berwujud jurnal, bulletin penelitian, 
tesis, disertasi dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya yang memiliki 
relevansi dengan obyek yang diteliti.
6
 Berdasar pada pengertian tersebut, maka 
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 Sebagaimana dijelasakan dalam Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 65-66 
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kajian pustaka dalam penelitian ini juga akan meliputi sumber acuan umum 
dan sumber acuan khusus. 
Sumber acuan umum yang akan digunakan sebagai acuan umum dalam 
penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut: 
Pertama, buku Imam Nawa<wi yang berjudul “Al-Majmu>’ Syarhul 
Muhadzab”, dalam buku ini merupakan referensi fiqih terbesar madzhab 
Syafi‟i secara khusus dan fiqih Islam secara umum. Cakupan isinya memuat 
seluruh pendapat-pendapat madzhab beserta dalil-dalilnya disamping 
menyebutkan pentarjihan diantara pendapat-pendapat ini.  
Kedua, buku karya Wahbah Zuhaili yang berjudul “Al-Fiqhul Al-Islam 
Wa Adilatuhu”, dalam buku ini dijelasakan terkait kewarisan dalam 
kandungan (miirats al-haml). Dalam pembahasan kewarisan anak dalam 
kandungan tersebut disebutkan syarat-syarat anak tersebut dapat mewarisi, 
bagian-bagian anak tersebut, dan batas waktu anak dapat mewarisi.  
Ketiga, buku karya Fatchur Rahman yang berjudul “Ilmu Waris” yang 
menjelaskan secara jelas terkait kewarisan Islam maupun kewarisan menurut 
Bugerlijk Wetboek (B.W.). Dimulai dari pengertian, rukun dan syarat, hal-hal 
yang mengalangi seorang menerima warisan, siapa saja yang berhak dan 
penjelasan terkait „aul, ra>d, khuntsa, dzawil arham, maupun anak dalam 
kandungan. 
Keempat, buku karya Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti yang berjudul 
“Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia”yang memuat terkait 
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materi hukum Islam yang disertai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. 
Kelima, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang 
berisi pasal terkait perlindungan-perlindungan terhadap anak. 
Keenam, Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak anak sebagai Hak 
Asasi Manusia dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia. 
Ketujuh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
Kedelapan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 
Kesejahteraaan Anak.  
Beberapa acuan umum di atas, nantinya akan penulis jadikan sebagai 
sumber referensi dalam pembuatan landasan teoritis terkait dengan obyek 
penelitian ini. Pemilihan sumber acuan umum tersebut didasarkan penulis pada 
adanya kesamaan antara materi dalam sumber umum dengan teori yang 
dibutuhkan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan. 
Selain beberapa buku di atas, terdapat beberapa penilitian yang telah 
dilaksanakan dengan tema utama kewarisan. Penelitian-penelitian tersebut di 
antaranya adalah sebagai berikut: 
Penelitian skripsi karya Fredi Andriatmoko  yang berjudul “Pembagian 
Hartaarisan Bagi Ahli Waris Khunsta Menurut Empat Madzhab”. Skipsi ini 
hanya memfokuskan pada pembahasan ahli waris khuntsa dan ketentuan 
bagian waris bagi khuntsa.  
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Penelitian yang dilaksanakan oleh Nur Aziz yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata”. Dimana penelitian ini focus terhadap 
perbedaan pandangan terkait anak dalam kandungan menurut KUH Perdata 
dengan Hukum Islam, dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
keabsahan kewarisan anak dalam kandungan menurut KUH Perdata dalam 
tinjauan hukum Islam.  
Penelitian yang dilaksanakan oleh Fachturodzy yang berjudul “Hak 
Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Fikih Konvensional dan Kompilasi 
Hukum Islam (KHI). Penelitian ini lebih fokus dalam mengkaji kedudukan 
anak dalam kandungan yang sah dalam menerima hak waris serta bagaimana 
proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama. 
Penelitian yang dilaksanak oleh Toto Iswanto yang berjudul “Hukum 
Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Menurut Imam Asy-Syafi‟I 
dan Imam Abu Hanifah).  
Jurnal yang ditulis oleh Al-Yasa‟ Abubakar yaitu guru besar Ilmu Ushul 
Fiqh IAIN Ar-Raniry yang berjudul Perlidungan Harta Anak Dalam 
Peraturan Perundang-Undangan Dan Praktek Di Mahkamah Syar‟iyah. 
Jurnal ini menjelaskan terkait kurangnya perhatian terhadap perlindungan 
harta kekayaan seorang anak, beberapa penetapan pengadilan hanya sekedar 
memenuhi permintaan yang diajukan pemohon, yaitu permintaan sebagai wali. 
Sedangkan terkait seorang anak mempnyai harta kekayaan ketika akan 
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diletakkan di bawah perwalian dan apa saha harta kekayaan yang harus 
dilindungi oleh wali tidak disebut-sebut dalam penetapan tersebut. 
Jurnal yang ditulis oleh Tedy Sudrajat yang berjudul Perlindungan 
Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif 
Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia menjelaskan bahwa arti penting dan 
peran anak dalam kenyataan mengalami berbagai masalah. Kompleksitas 
masalah anak bersinggungan dengan struktur dan sistem yang berkembang, 
yang berjalan dan ditetapkan dalam suatu institusim pemerintah bahkan 
negara. 
Dari kajian-kajian di atas penulis meneliti hal yang berbeda dan spesifik 
tentang “Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fiqh Dan Relevansi 
Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia”.  
F. Kerangka Teori 
Untuk dapat melanjutkan penelitian ini sesuai dengan latar belakang 
masalah maka perlu pendekatan teori yang sesuai dengan masalah hak waris 
anak dalam kandungan. Tujuan dari syariat adalah untuk kemaslahatan, tidak 
ada untuk mafsadah atau kerusakan. Pada saat tertentu apabila ada dua 
kemaslahatan maka dicari mana yang paling ra>jih. Berbeda dengan hal itu, 
apabila bertemu antara maslahah dan mafsadah maka menolak mafsadah itu 
lebih diutamakan daripada memperoleh maslahah. Hal ini sesuai dengan teori 
ushul fiqh yaitu dar‟ul mafasid muqaddiman „ala jalbil masha>lih (menolak 
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kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kebaikan).
7
 Selain itu, hal 
ini juga sesuai dengan tujuan maqashid syari‟ah yaitu sebagai kaidah asasi 
yang menjaga segenap hak-hak individu termasuk anak dalam kandungan 
merupakan implementasi dari hal tersebut. Menolak mafsadah dalam 
pembagian waris lebih diutamakan daripada memperoleh maslahat. Maka 
pembagian harta waris yang akan merugikan salah satu pihak harus dihindari 
guna tidak terjadinya sengketa dikemudian hari. Anak dalam kandungan yang 
statusnya sebagai ahli waris harus diperhatikan dan diberlakukan hak-haknya 
sebagaimana ahli waris yang lain.  
Teori lainnya adalah mas}lahah mursalah oleh Al-Ghaza>li yang bertjuan 
untuk memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan kulliyah al-
khams atau al-qawaid al-kulliyat.
8
 Selain itu, Untuk masalah pembagian waris 
anak dalam kandungan termasuk dalam kategori memelihara agama (hifzh Al-
Din), memelihara jiwa (Hifz Al-Nafs), dan memelihara harta (Hifz Al-Mal). 
Dimana memelihara agamanya dengan tetap melaksanakan pembagian waris 
untuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan memelihara jiwa dengan 
tetap mempertahankan hak seorang anak untuk tetap hidup dan menerima 
haknya sebagai seorang anak, dan memelihara hartanya termasuk dalam 
mempertahankan hak harta seorang anak yang masih dalam kandungan yaitu 
dengan adanya ketentuan bahwa seorang anak yang masih dalam kandungan 
berhak untuk mewarisi walaupun dia termasuk dalam kategori ahliyatul wujub, 
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  Kamal Mukhtar dkk, Ushul Fiqh I, (Yogyakarta: PT. Dana Bahkti Wakaf, 1995), hlm. 
146. 
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 Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 337. 
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yaitu orang yang pantas menerima hak tapi belum mampu melakukan 
kewajiban.  
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian 
kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif, sebagaimana disebutkan oleh Lexy 
J. Moleong karena penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, 
sehingga menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah non 
statistik.
9
 Proses penelitian ini semata-mata hanyalah akumulasi data kasar 
yang dideskripsiskan (digambarkan secara utuh dan menyeluruh) tanpa 
perlu mencari hubungan dua hal (korelasi), mengetes hipotesis maupun 
membuat ramalan.
10
 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). 
Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang didasarkan pada buku-buku 
yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dan juga bisa 
berupa majalah, surat kabar, artikel, dan data-data tertulis lainnya.
11
 
2. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 
penjelasan sebagai berikut : 
a. Data primer, merupakan literature-literatur pokok yang berkaitan 
langsung dengan pembahasan dalam penelitian ini. di antaranya buku 
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 Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 
hlm. 75 
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 Sebagaimana dijelaskan dalam Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian ……., hlm. 
18-19. 
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 M.Natsir, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1985), hlm.53. 
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karya Wahbah Zuhaili yang berjudul Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adilatuhu 
dan kitab perundangan-undangan terkait perlindungan anak di 
Indonesia. 
b. Data sekunder, yaitu data yang dapat menjunjung data primer dan 
diperoleh tidak dari sumber primer.
12
 Data sekunder dalam penelitian 
ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang 
kewarisan dan khusunya berhubungan dengan waris bagi anak dalam 
kandungan (miirats al-haml). Sumber data sekunder dalam penelitian 
yang akan dilaksanakan ini di antaranya adalah sebagai berikut : 
1) Buku karya Fatchur Rahman yang berjudul Ilmu Waris. 
2) Buku karya Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti yang berjudul 
Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Karena penelitian ini merupakan penelitian literer, maka metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. 
Pengertian dari metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data 
dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. 
Dalam penelitian ini, obyek kepustakaan meliputi seluruh buku atau jurnal 
yang membahas tentang mawaris serta fiqh mawaris dan perundangan 
terkait perlindungan anak di Indonesia. 
4. Metode Analisis Data  
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Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya dalam proses analisis yang 
akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah 
deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh 
data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut 
disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah 
bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan 
teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk 
menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, 
maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus 
statistik.
13
 
Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang 
dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan 
dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara 
keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.  
Metode analisis data yang lain adalah teknik analisis isi. Menurut 
Berelson & Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode untuk 
mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan 
kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Wimmer & Dominick). 
Sedangkan menurut Budd,
14
 analisis isi adalah suatu teknik sistematis 
untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk 
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 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 
hlm. 41.  
14
 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Grup, 2010), hlm. 232. 
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mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka 
dari komunikator yang dipilih. Dalam analisis isi, yang dibedah adalah 
pesannya. Studi analisis ini menekankan apada bahasa dan menghendaki 
adanya netralitas. Akan tetapi, sedikit kelemahan dari analisis ini adalah 
sangat berpengaruh pada subjektivitas peneliti. Namun, suatu hal yang 
membuat metode analisis isi patut menjadi pilihan karena efisien dari segi 
biaya, dan peneliti dapat menggunakan satu media massa sudah diniliai 
representatif asal media massa tersebut bisa menyampaikan isinya secara 
komprehensif. Di sisi lain, analisis isi tidak perlu menggunakan responden 
sehingga dapat menghemat biaya dan waktu, narasumber terkadang 
diperlukan untuk memperkuat pendapat semata. Panduan analisis ini 
adalah pada Coding Sheets. Data yang dipakai dalam analisis ini beraneka 
ragam asalkan terdapat data tertulis tetapi yang utama media massa. Di 
dalam ilmu Administrasi Publik, sumber data dapat dipergunakan dengan 
menguji isi Perudang-undangan atau suatu kebijakan tertentu. Bagaimana 
keberpihakan Undang-Undang tersebut kepada pemerintah atau kepada 
masyarakat dan sebagainya.  
H. Sistematika Penulisan 
Penyusunan hasil penelitian yang penulis laksanakan terbagi menjadi 
tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut: 
Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman nota 
pembimbing, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata 
pengantar, abstrak, daftar isi. 
17 
 
Bagian isi yang merupakan bagian utama dari penulisan ini. bagian ini 
terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut: 
Bab I, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 
teori, metodologi penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka. 
Bab II, yakni menggambarkan secara umum tentang hukum waris,  hak 
waris anak dalam kandungan,  hukum serta dalil menurut Islam tentang anak 
dalam kandungan dalam mewarisi, dan pembagian waris anak dalam 
kandungan.  
Bab III, yakni gambaran umum seorang anak dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak. Bab ini meliputi pengertian anak dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak, hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, 
kedudukan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, perwalian dalam 
Undang-Undang Perlindungan Anak. 
Bab IV, yakni relevansi hak waris anak dalam kandungan terhadap 
Undang-Undang Perlindungan Anak,yang berisikan konsep  waris anak dalam 
kandungan menurut fiqh waris Islam dan relevansi konsep waris anak dalam 
kandungan menurut fiqh waris Islam tehadap Undang-Undang Perlindungan 
Anak.  
Bab V yakni penutup yang isinya meliputi kesimpulan, saran dan 
penutup. 
Sedangkan bagian yang terakhir adalah bagian akhir yang isinya 
meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis. 
18 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM ANAK DALAM KANDUNGAN   
A. Hukum Waris 
1. Pengertian Waris 
Al-Mi>rats (ساشضلما), bentuk jamaknya al-mawa>ri>ts (سساىلما) dan al-war>its 
(سس اىٌا), jamaknya al-waratsah (ًصسىٌا), berasal dari akar kata waritsa – 
yaritsu-wirtsan wa warstsan wa irtsan wa irtsatan wa tura>tsan wa mi>ratsan 
yang menurut bahasa berarti: 
 ًٔ ٔربَفَو َذِؼَث ٕنبٍَُف َيبَم ًٔ ٌٍَِِإ ًَ َمَزِوِإ 
“Berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain”.15 
Ditinjau dari segi bahasa, sesuatu yang diwariskan (yang dipindahkan 
kepemilikannya dari yang wafat kepada orang lain) tidak terbatas pada harta 
benda yang bersifat material, tetapi juga termasuk ilmu, pengetahuan, 
kebesaran, kemuliaan, kehormatan dan kedudukan sebagaimana disyaratkan 
dalam Q.S. An-Naml ayat 16. 
َدوُواَد ُنبَمٍٍَُِع َسِسَوَو  .... 
Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud”. (Q.S.An-Naml:16) 
Yang dimaksud dengan Sulaiman telah mewarisi Daud yakni Nabi 
Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud As. serta mewarisi 
ilmu pengetahuannya dan kitab zabur yang diturunkan kepadanya.
16
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 Louis Makluf, Al-Munjid fi lughah wa al-I‟lam, (Beirut: Da>r al-Masyriq, 2008), hlm. 
895. 
16
 M. Athoillah, Fiqh waris, (Bandung: Yrama Widya, 2013) hlm. 1. 
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Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah )طئاشف( 
“faraidh”. Kata faraidh adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari 
kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).
17
 Fardu dalam Al-
Qur‟an mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan18, kewajiban.19 
Para ulama fiqh memberikan definisi Ilmu faraidh sebagai berikut: 
1. Penentuan bagian ahli waris.20 
2. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh Syariat Islam. 21 
3. Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui 
perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang 
berhak. 
22
 
Menurut ulama fiqh, irts atau mirats didefinisikan dengan: 
ًٓ ٔػِشٖشٌا ُسِساَىٌْا ًٔ ٔرِىَمِث بَهُّمٔحَزِغٌَ ًٔزٌَّا ِقِىُمُحٌْاَو ِياَىِمَأٌْا َهٔم ُذٍَِّمٌْا ًُ َفٍََخ بَم 
“Mirats (warisan) adalah harta ataupun hak yang ditinggalkan mayat 
(muwarits) yang dengan sebab kematiannya menjadi hak penerima waris 
yang tekah ditetapkan syara‟”.23 
 
Dengan singkat ilmu faraidh dapat didefinisikan sebagai ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi 
ahli waris.  
                                                          
17
 Louis Makluf, Al Munjid fi al-Lugah wa al I‟lam, (Beirut: Da>r al-Masyriq, 1986), hlm. 
577. 
18
 Q.S Al-Baqarah (2): 197. 
19
 Q.S. Al- Qasas (28): 85. 
20
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jld. III, (Kairo, Daarul Fath lil I‟lami al-„Arabi, 1984), 
hlm. 202. 
21
 Taqiyuddin Abu Bakar, Kifayah al-Akhyar, Juz II, (Beirut: Da>r al-Fikri), hlm. 17. 
22
 Asyarbaini, Mugni al-Muhtaj, Juz III, (Beirut: Da>r al-Fikri, 1984), hlm. 3. 
23
 Wahbah zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1997), Jld. 
Ke-8, hlm. 241. 
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Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu faraidh ini disebut dengan 
“Hukum Waris” (ERFRECHT) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang 
harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.
24
 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat a menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur 
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan 
siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-
masing.  
“Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta 
peninggalah (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak 
menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.25 
Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat ditarik pengertian tentang 
waris sebagai perpindahan hak dari pewaris kepada orang-orang tertentu 
dengan pembagian tertentu yang telah ditentukan oleh hukum Islam maupun 
hukum perdata di Indonesia. 
2. Sumber Ilmu Waris 
Ilmu waris bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadits, Ijma‟ dan Qiyas pada 
sebagian kecil masalah waris.  
a. Al-Qur‟an 
Q.S. An-Nisa‟: 11 
ٖهُهٍََف ِهٍَِزَىْصا َقِىَف ًءبَغِو ٖهُو ْنِإَف ِهٍٍََِضِوُأٌْا ِّظَح ًُ ْضٔم ِشَوَّزٌٍٔ ِمُؤدبٌَِوَأ ًٔف ًُ ٌَّا ُمُىٍٔصىٌُ بَم بَضٍُُص 
ِذَوبَو ْنِإَو َنَشَر  َنبَو ْنِإ َنَشَر بٖمٔم ُطُذٗغٌا بَمُهِىٔم ٕذٔحاَو ِّ ُىٌٔ ًٔ ٌَِىَثَأٌَٔو ُفِصِّىٌا بَهٍََف ًحَذٔحاَو
 ًٔ ِّمُأٍَٔف ٌحَىِخِإ ًُ ٌَ َنبَو ْنِإَف ُشٍُُّضٌا ًٔ ِّمُأٍَٔف ُياَىَثَأ ًُ َصِسَوَو ْذٌََو ًُ ٌَ ِهُىٌَ ِمٌَ ْنِإَف ْذٌََو ًُ ٌَ ِهٔم ُطُذٗغٌا
                                                          
24
 Subketi, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), hlm. 50. 
25
 Pasal 171 ayat a Kompilasi Hukum Islam. 
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ٔصَو ٔذِؼَث ًخَضٌِشَف بّؼْفَو ِمُىٌَ ُةَشْلَأ ِمُهٌَٗأ َنوُسِذَر بٌَ ِمُوُؤبَىِثَأَو ِمُوُؤبَثآ ٍهٌَِد ِوَأ بَهِث ًٔصىٌُ ٕخٍٖ
( بّمٍٔىَح بّمٍٍَٔػ َنبَو ًَ ٌَّا َّنِإ ًٔ ٌَّا َهٔم١١) 
Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 
anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama 
dengan bagahian dua orang anak perempuan,
26
 dan jika anak 
itu semuanya perempuan lebih dari dua,
27
 Maka bagi mereka 
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan 
itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk 
dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari 
harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai 
anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 
diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat 
sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 
saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang 
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. 
ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana”.28 
 
Q.S An-Nisa‟: 12 
َر بَم ُفِصِو ِمُىٌََو بٖمٔم ُغُثٗشٌا ُمُىٍََف ْذٌََو ٖهُهٌَ َنبَو ْنِإَف ْذٌََو ٖهُهٌَ ِهُىٌَ ِمٌَ ْنِإ ِمُىُجاَوِصَأ َنَش
ْذٌََو ِمُىٌَ ِهُىٌَ ِمٌَ ْنِإ ِمُزْوَشَر بٖمٔم ُغُثٗشٌا ٖهُهٌََو ٍهٌَِد ِوَأ بَهِث َينٔصىٌُ ٕخٍٖٔصَو ٔذِؼَث ِهٔم َهْوَشَر ْنِإَف 
ٌََو ِمُىٌَ َنبَو ًٌ ُجَس َنبَو ْنِإَو ٍهٌَِد ِوَأ بَهِث َنىُصىُر ٕخٍٖٔصَو ٔذِؼَث ِهٔم ِمُزْوَشَر بٖمٔم ُهُمُّضٌا ٖهُهٍََف ْذ
 ِهٔم َشَضْوَأ اىُوبَو ْنِإَف ُطُذٗغٌا بَمُهِىٔم ٕذٔحاَو ِّ ُىٍَٔف ْذِخُأ ِوَأ ْخَأ ًُ ٌََو ٌحَأَشِما ِوَأ ًخٌَبٍََو ُسَسىٌُ
ُءبَوَشُش ِمُهَف َهٌَٔر  ًٔ ٌَّا َهٔم ًخٍٖٔصَو ٍّسبَضُم َشٍَِغ ٍهٌَِد ِوَأ بَهِث ىَصىٌُ ٕخٍٖٔصَو ٔذِؼَث ِهٔم ٔشٍُُّضٌا ًٔف
ْمٍٍَٔح ْمٍٍَٔػ ًُ ٌَّاَو) ١٢) 
 
Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai 
anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu 
mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 
                                                          
26
 Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih 
berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat 
An Nisaa ayat 34). 
27
 Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi. 
28
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 78.  
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dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar 
hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu 
mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan 
dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang 
kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika 
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 
saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing 
dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika 
saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka 
bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat 
yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan 
tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).
29
 (Allah 
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-
benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Penyantun”.30 
 
Q.S. An-Nisa‟: 176 
 ًُ ٌَّا ًِ ُل َهَوىُزْفَزِغٌَ بَم ُفِصِو بَهٍََف ْذِخُأ ًُ ٌََو ْذٌََو ًُ ٌَ َظٌٍَِ َهٌٍََ  ْؤُشِما ٔنِإ ٔخٌَبٍََىٌْا ًٔف ِمُىٍٔزْفٌُ
ْنِإَو َنَشَر بٖمٔم ٔنبَضٍُُّضٌا بَمُهٍََف ِهٍَِزَىْصا بَزَوبَو ْنِإَف ْذٌََو بَهٌَ ِهُىٌَ ِمٌَ ْنِإ بَهُصِشٌَ َىٌُ َو َنَشَر  اىُوبَو
ِوَو بًٌبَجِس ًحَىِخِإ ٍءًِ َش ِّ ُىِث ًُ ٌَّاَو اىٍُّٔضَر ْنَأ ِمُىٌَ ًُ ٌَّا ُهٍَِّجٌُ ِهٍٍََِضِوُأٌْا ِّظَح ًُ ْضٔم ِشَوَّزٍٍَٔف ًءبَغ
ْمٍٍَٔػ )١٦٧) 
Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah.31 
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah 
(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai 
anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi 
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai 
(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai 
anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi 
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang 
meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) 
saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang 
saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 
                                                          
29
 Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan 
lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. 
Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan. 
30
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, ..., hlm. 79. 
 
31
 Kalalah ialah seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak. 
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perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya 
kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu”.32 
 
b. Al-Hadits 
Al-Hadits antara lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. 
 ِّ ِجٖىٌا ِهَػ , ٍطبٖجَػ ِهِثا ِهَػمٍعو ًٍٍػ للها ىٍص   :َيبَل ,« بَمَف بَهٌٍِٔ َأِث َطٔئاَشَفٌْا اىُمٔحٌَْأ
 ًَ ٔمَثٍشَوَر ًٍ ُجَس ىٌَِوَأٌٔ َىُهَف»33 
Artinya: “Nabi Muhammad SAW bersabda: Berikanlah harta warisan 
kepada orang-orang yang berhak sesudah itu, untuk orang laki-
laki yang lebih utama”. 
 
.)ئبغىٌا لاإ خػبملجا ياوس( ."َمٍِٔغُمٌْا ُشٔفبَىٌْا َلاَو ,َشٔفبَىٌْا ُمٍِٔغُمٌْا ُسِشٌَ َلا" 
Artinya:  “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang 
kafir tidak mewarisi orang muslim”. (diriwayatkan bersama 
kecuali Nasa‟i).34 
 
 ِّ ِجٖىٌا ِهَػ َحَشٌَِشٌُ  ًِثَأ ِهَػعو ًٍٍػ للها ىٍصمٍ )ًجبم هثا ياوس( ُسِشٌَبٌَ ًُ ٔربَمٌا :َيبَل 
Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: “Orang-Orang 
yang membunuh tidak bisa menjadi ahli waris”.35 
 
Hadist Nabi yang diriwayatkan dari “Imron bin Husein menurut riwayat 
Imam Abu Daud: 
 ًٖ ِجٖىٌا ىَرَأ ًلاُجَس َّنَأ ِهٍَِغُح ِهِث َناَشِمٔػ ِهَػمٍعو ًٍٍػ للها ىٍص  َدبَم ًِ ِىِثِإ َهِثِإ َّنَأ َيبَمَف
اَشٍِٔم ِهٔم ًِ ٌٔ بَمَف)دواد ىثأ ياوس( ُطُذٗغٌا َهٌَ َيبَمَف ًٔ ٔص 
Artinya: “Dari „Imron bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi 
Nabi SAW sambil berkata: “Bahwa anak laki-laki dari anak 
laki-laki sayameninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta 
warisannya”. Nabi berkata: “Kamu mendapat seperenam”.36 
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c. Ijma 
Ijma sahabat dan tabi‟in bahwa bagian seorang nenek adalah 1/6 
(seperenam); bagian dua orang nenek adalah 2/3 (dua per tiga). 
Faturrahman menjelaskan bahwa imam-imam madzhab dan 
mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil 
sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan terhadap mawaris 
yang belum dijelaskan oleh nash yang sharih. Misalnya:  
1) Status saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Di dalam 
Al-Qur‟an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status 
saudara bersama dengan ayah atau bersama dengan anak laki-
laki dalam kedua keadaan ini. Mereka tidak mendaptkan apa-
apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah kalalah mereka 
mendapat bagian.menurut pendapat kebanyakan sahabat dan 
imam madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, 
saudara tersebut mendapat warisan secara muqasamah dengan 
kakek. 
2) Status cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakek 
yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan 
saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak 
mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi 
menurut kitab undang-undang hukum wasiat Mesir yang 
25 
 
mengistimbatkan dari ijtihad para Ulama mutaqaddimin, 
mereka diberi bagian berdasrkan atas wasiat-wajibah.
37
 
3) Dalam KHI Pasal 185 disebutkan (1) Ahli waris yang 
meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya 
dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut 
dalam Pasal 173 yaitu mereka yang dihukum karena: (a) 
dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 
menganiaya berat pada pewaris.  (b) Dipersalahkan secara 
memfitnah telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam 
dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih 
berat. Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (2) disebutkan bahwa, 
“Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari 
bagian ahli waris yang sederajat dengan diganti”.38 
3. Rukun dan Syarat Pewarisan 
Ada beberapa hak yang berkaitan dengan pembagian waris yang harus 
dipenuhi secara tertib, sehingga apabila hak yang pertama atau yang kedua 
menghabiskan semua harta waris maka tidak lagi pindah kepada hak-hak yang 
lain. Sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan, maka harta peninggalan harus 
diambil hak-hak yang segera dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan 
berikut, yaitu Tahjiz atau biaya penyelenggaraan jenazah antara lain dimulai 
dari biaya memandikan, mengkafankan, menguburkan, dan segala yang 
diperlukan sampai diletakkannya ke tempat yang terakhir. Melunasi hutang, 
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diantaranya adalah hutang kepada Allah dan hutang kepada sesama. Yang 
terakhir adalah melaksanakan atau membayar wasiat.
 39
 
Selain, dari hak-hak di atas ada beberapa rukun dan syarat yang harus 
terpenuhi dalam hal waris-mewarisi, Ada tiga unsur yang harus diperhatikan 
dalam waris-mewarisi, tiap-tiap unsur tersebut harus memenuhi beberapa 
persyaratan. Unsur-unsur  ini dalam kitab fiqh dinamakan rukun, dan 
persyaratan itu dinamakan syarat untuk tiap-tiap rukun.  
Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. 
Pembahasan ini tidak sempurna, jika salah satu rukun tidak ada. Adapun syarat 
adalah sesuatu yang berada di luar substansi dari permasalahan yang dibahas, 
tetapi harus dipenuhi.  
1) Rukun waris-mewarisi ada tiga, yaitu: 40 
a. Harta peninggalan (maurus|). 
Harta peninggalan ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit 
yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil 
untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang dan melaksanakan wasiat. 
b. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (muwaris|). 
Muwaris| adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta 
waris. Di dalam kamus Indonesia disebut dengan istilah “pewaris”, 
sedangkan dalam kitab fiqh disebut dengan “Muwaris|”. 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut: Da>rul Fikr: 1983), Jilid ke-3, hlm. 346.  
40 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, ... , hlm. 346. Lihat juga Fatchur Rahman, Ilmu Waris, 
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Bagi Muwaris| berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan 
miliknya sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik 
menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian Muwaris| 
menurut para ulama fiqh  dibedakan menjadi 3 macam, yakni: 
a) Mati haqiqi (sejati). 
b) Mati hukmi (berdasarkan keputusan hakim), dan 
c) Mati taqdiri (menurut dugaan). 
c. Ahli waris (wa>ris\). 
Wa>ris| adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawa>ri>s| 
lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi. 
2) Waris-mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki 
harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang 
masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris-
mewarisi perlu syarat-syarat tertentu, yakni: 
a. Meninggalnya Muwaris| (orang yang mewariskan).  
b. Hidupnya wa>ris\ di saat kematian muwaris|. 
c. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.41 
Meskipun, dua syarat mewarisi telah ada pada muwaris| dan wa>ris, 
namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta 
peninggalannya kepada yang lain atau mewariskan harta peninggalannya 
kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat penghalang 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, ... , hlm. 347. 
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mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama dan 
perbedaan negara.
42
 
4. Sebab-Sebab Menerima dan Penghalang Warisan 
Semua kaum muslim sepakat bahwa sebab-sebab waris-mewarisi ada 
tiga, yaitu: nasab, pernikahan dan perwalian (wala‟). 
Para imam madzhab sepakat bahwa sebab-sebab yang menghalangi 
waris-mewarisi ada tiga, yaitu: perbudakan, pembunuhan, dan berlainan 
agama.  
Para imam madzhab sepakat bahwa ahli waris dari kalangan laki-laki ada 
sepuluh, yaitu: 
1. Anak laki-laki; 
2. Anak (cucu laki-laki dari anak laki-laki) terus kebawah; 
3. Ayah; 
4. Ayahnya ayah (kakek) terus keatas; 
5. Saudara laki-laki; 
6. Anak saudara laki-laki, kecuali dari saudara seibu; 
7. Saudara ayah (paman); 
8. Anak laki-laki saudara ayah (anak paman); 
9. Suami; 
10. Budak laki-laki yang dimerdekakan (mu‟tiq); 
Sedangkan dari kalangan perempuan ada tujuh, yaitu: 
1. Anak perempuan; 
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2. Cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah; 
3. Ibu; 
4. Nenek; 
5. Saudara perempuan; 
6. Istri; 
7. Budak perempuan yang dimerdekakan (mu‟tiqah). 
Para imam madzhab sepakat atas bagian-bagian yang ditentukan dalam 
kitab Allah SWT ada enam, yaitu: seperdua (nishf), seperempat (rub‟), 
seperdelapan (tsumun), dua pertiga (tsulutsan), sepertiga (tsulus), dan 
seperenam (sudus). Selain itu, hanya berdasarkan ijma‟ belaka. 
Adapun, hal-hal yang diperselisihkan hukum waris antara lain adalah 
pewarisan dzawil arham, yakni orang-orang yang tidak mempunyai saham 
tertentu dalam Al-Qur‟an. Semuanya ada sepuluh golongan, yaitu: kakek dari 
pihak ibu, semua kakek dan kakek yang gugur (dari menerima warisan), semua 
cucu dari pihak anak perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, 
anak-anak dari saudara perempuan, anak laki-laki dari saudara seibu, paman 
dari pihak ibu, anak perempuan dari paman, saudara-saudara perempuan ayah, 
dan saudara-saudara ibu beserta anak-anak perempuan mereka.  
Menurut pendapat Maliki dan Syafi’i, mereka yang disebut tadi tidak 
mendapat warisan. Harta orang yang meninggal yang hanya meninggalkan 
dzawil arham diberikan ke Baitul Mal (kas negara Islam). Pendapat ini 
diterima dari Abu Bakar, „Umar, „Utsman, Zaid‟, az-Zuhri, al-Awza‟i, dan 
Dawud. Menurut pendapat Hanafi, dzawil arham berhak mendapatkan 
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warisan. pendapat ini diriwayatkan dari „Ali, Ibn Mas‟ud, dan Ibn „Abbas. Hal 
itu ketika tidak ada ashabul furudh dan „ashabah.43 
B. Hukum dan Dasar Hukum Kewarisan Anak dalam Kandungan  
Kandungan adalah anak yang masih di dalam kandungan ibu, baik laki-
laki atau perempuan. Telah diketahui bersama bahwa syarat memberikan harta 
warisan kepada siapa pun harus benar-benar hidup ketika pewaris meninggal 
dunia. Oleh karena itu, yang disebut kandungan adalah anak yang masih dalam 
rahim ibu dan belum diketahui sifat dan keadaannya, belum ada kepastian anak 
tersebut hidup atau meninggal, laki-laki atau perempuan.
44
 
Wahbah Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu 
menjelaskan bahwa menurut jumhur ulama selain malikiyah syarat anak dalam 
kandungan bisa mewarisi adalah: 
1. Anak tersebut ada keberadaannya dalam keadaan hidup ketika pewaris 
meninggal. 
2. Anak tersebut lahir dalam keadaan hidup, walaupun setelah beberapa menit 
meninggal.
45
 
Beberapa syarat di atas menjelaskan bahwa seorang anak yang masih 
dalam kandungan berhak mendapatkan warisan selama kehidupan anak dalam 
kandungan tersebut bisa dibuktikan ketika pewaris meninggal maupun ketika 
dilahirkan walaupun setelah beberapa menit meninggal. Dengan kemajuan 
                                                          
43
 Al-„Allamah Muhammad, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A‟immah, trjm. Oleh 
Abdullah Zaki Alkaf, (Jeddah, al-Haramain li ath-Thiba‟ah), hlm. 321. 
44
 Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin Syaikh Abi Bakar, Takmilatu 
Zubdatul Hadits hlm. 78. 
45
 Wahbah zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, ... , hlm. 402. 
31 
 
ilmu kedokteran sekarang ini anak yang masih dalam kandungan bisa 
dibuktikan kehidupannya melalui ultrasonography (USG). Selain itu, anak 
dalam kandungan sebagai ahli waris disebut dalam ilmu ushul fiqh sebagai 
ahliyatul wujub
46
 yang tidak sempurna, ia pantas menerima hak namun belum 
mampu memenuhi kewajiban. 
Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum 
positif yang berlaku di Indonesia tidak dijumpai aturan yang jelas. Dalam 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) yang berbicara tentang siapa-siapa 
yang berhak sebagai ahli waris berbunyi: 
“Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:  
a. Menurut hubungan darah:  
 Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-
laki, paman dan kakek.  
 Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara 
perempuan dan nenek.” 
 
Kata anak laki-laki dan anak perempuan dalam Pasal tersebut tidak 
dirinci secara jelas, apakah yang sudah lahir atau yang masih dalam 
kandungan. Dalam penjelasan Pasal ini juga tidak dijumpai penjelasan masalah 
itu karena dianggap cukup jelas. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian.  
Anak dalam kandungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH Pedata) memiliki hak atas kepentingan yang berlaku kepadanya. Oleh 
sebab itu, dalam KUH Perdata, anak yang masih dalam kandungan dapat 
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dianggap telah lahir. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 KUH Perdata yang 
berbunyi sebagai berikut:
47
 
“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai 
telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. 
Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada”. 
Pasal di atas secara tidak langsung memiliki maksud bahwa meskipun 
masih berada dalam kandungan ibunya, seorang anak tidak akan kehilangan 
hal-hak yang berhubungan dengan kepentingan anak. Meski demikian, apabila 
kemudian anak dalam kandungan tersebut terlahir mati, maka segala sesuatu 
yang telah diputuskan yang berhubungan dengan kepentingan anak saat dalam 
kandungan dianggap tidak pernah ada atau memiliki kekuatan hukum. 
Salah satu kepentingan anak dalam kandungan adalah hal-hal yang 
berkaitan dengan kewarisan. Menurut KUH Perdata, anak yang berada dalam 
kandungan dianggap telah memiliki hal untuk mewarisi. Hal ini sebagaimana 
disebutkan pada Pasal 836 sebagai berikut:
48
 
“Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya 
dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan 
jatuh meluang”. 
Keadaan anak dalam kandungan merujuk pada Pasal 2 KUH Perdata 
menurut Pasal  836 dianggap sudah ada dan memiliki hak untuk mewarisi pada 
saat warisan tersebut dibagikan. Oleh karena itu, anak dalam kandungan 
tersebut berhak menerima warisan yang sama dengan anggota keluarga yang 
sah lainnya sebagaimana telah ditentukan dalam KUH Perdata. 
Ketentuan lain dari Pasal 2 KUH Perdata secara tidak langsung memiliki 
maksud bahwa kewarisan anak dalam kandungan menurut Pasal tersebut tidak 
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mengenal batasan usia kandungan maupun status kehidupan anak dalam 
kandungan. Sehingga, meskipun anak yang berada dalam kandungan masih 
berusia satu minggu atau bahkan telah meninggal sebelum diketahui pada saat 
pembagian harta warisan, maka anak dalam kandungan tersebut dapat 
dianggap telah lahir (dalam keadaan hidup).  
1. Hukum Kewarisan  
Di dalam Al-Qur‟an dan al-Hadits terdapat ketentuan-ketentuan 
pembagian warisan secara rinci dan jelas. Apabila ada perintah dalam Al-
Qur‟an dan al-Hadits dengan nas yang sarih, maka hukum 
melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada dalil nas yang 
menunjukkan ketidak wajibannya sebagaimana qaidah ushul fiqh: “Pada 
dasarnya setiap perintah mengandung hukum wajib”. 
Hukum mewarisi menurut Islam ada beberapa pendapat. Menurut 
para imam madzhab, sepakat bahawa orang muslim tidak boleh mewarisi 
dari orang kafir, begitu pula sebaliknya. Diriwayatkan dari Mu‟adz, Ibn al-
Musayyab, dan an-Nakha‟i bahwa orang Islam boleh mewarisi dari orang 
kafir, tetapi tidak sebaliknya, sebagaimana bolehnya orang Islam 
mengawini perempuan kafir dan tidak bolek perempuan Islam dinikahi 
oleh laki-laki kafir.  
Para imam madzhab berbeda pendapat tentang harta orang murtad 
yang mati lantaran dihukum bunuh atau mati dalam kemurtadannya. 
Dalam masalah ini, terdapat tiga pendapat para ulama sebagai berikut: 
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Pertama, semua harta yang diperoleh selama dalam keislamannya 
diserahkan ke Baitul Mal. Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi’i, 
dan Hambali. Kedua, harta yang diperoleh dalam keislamannya diwarisi 
oleh orang Islam, sedangkan hartanya yang diusahakan dalam masa 
kemurtadannya diserahkan ke Baitul Mal, demikian pendapat Hanafi. 
Ketiga, semua hartanya diwarisi oleh orang Islam, baik diperoleh selama 
dalam keislamannya dan dalam masa kemurtadannya, demikian ini 
pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan. 
Para imam madzhab sepakat bahwa orang yang membunuh dengan 
sengaja serta aniaya terhadap orang yang mewarisinya tidak menerima 
warisan dari orang yang dibunuhnya. Namun, para imam madzhab berbeda 
pendapat jika terjadinya pembunuhan tersebut dengan tidak sengaja. 
Hanafi, Syafi’i, dan Hambali, mengatakan: tidak berhak mewarisi. 
Maliki berpendapat: berhak mendapatkan sebagian dari harta 
peninggalannya, tidak dari diyat-nya.  
Para imam madzhab berbeda pendapat tentang waris mewarisi 
sesama orang kafir. Menurut pendapat madzhab Maliki dan Hambali, 
mereka tidak waris-mewarisi jika mereka dari dua agama, seperti Yahudi 
dan Nashrani. Demikian pula, jika mereka beragama selain Yahudi dan 
Nashrani jika mereka saling berbeda. Hanafi dan Syafi’i mengatakan: Jika 
agama mereka sama maka mereka adalah kafir yang berhak mewarisi 
sebagian atas sebagaian yang lain. 
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Orang yang tenggelam, terbunuh, mati tertimpa bangunan, mati 
terbakar, atau mati karena terserang penyakit tha‟un (kolera), jika tidak 
diketahui siapa di antara mereka yang lebih dahulu atau kemudian matinya 
maka sebagian mereka tidak berhak mewarisi atas sebagian yang lain. 
Harta peninggalan masing-masing dari mereka diberikan kepada ahli waris 
mereka yang masih ada. Demikian menurut kesepakatan pendapat para 
imam madzhab, kecuali satu riwayat dari Hambali. 
Sedangkan menurut pendapat „Ali r.a., Syuraih, asy-Sya‟bi, dan an-
Nakha‟i adalah bahwa masing-masing dari mereka mewarisi terhadap 
harta-harta yang diperoleh oleh masing-masing. Bukan mempusakai harta 
lama, tetapi harta yang diperoleh dari pewaris yang lain. Orang yang 
separuh merdeka dan separuh lagi budak tidak mewarisi dan tidak 
memberi waris, demikian pendapat Hanafi, Syafi’i, dan Hambali.49 
Hukum kewarisan anak dalam kandungan adalah sama dengan 
ketentuan di atas karena anak dalam kandungan juga berhak mewarisi 
seperti halnya ahli waris yang lain apabila telah memenuhi syarat-syarat 
berikut:
50
 
a. Sudah berwujud di dalam rahim ketika pewaris meninggal dunia.  
Untuk menetapkan perwujudan sang bayi di dalam rahim ibunya perlu 
diperhatikan: 
1) Tenggang waktu yang sependek-pendeknya antara akad perkawinan 
dan kelahiran anak. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut 
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jumhur ulama, tenggang waktunya adalah 6 bulan. Sedangkan 
menurut Hanabilah, tenggang waktunya adalah 9 bulan. Pendapat 
Hanabilah ini berdasarkan adat (kebiasaan) seorang wanita 
mengandung sampai melahirkan adalah 9 bulan.  
2) Tenggang waktu yang sepanjang-panjangnya antara putusnya 
perkawinan dengan kelahiran anak. Masalah ini juga diperselisihkan 
oleh para ulama. Ulama Hanafiyah menetapkan tenggang waktunya 
yang sepanjang-panjangnya adalah 2 tahun. Ulama Syafi‟iyah dan 
Imam Ahmad bin Hambal dalam salah satu pendapatnya yang lebih 
shahih menetapkan 4 tahun.
51
 
b. Dilahirkan dalam keadaan hidup. 
Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW: 
َمََّعَو ًٔ ٍٍََِػ ُللها ىََّص ًٔ ٌَّا ُيىُعَس َيبَل: بّخِسبَص ًَّ ِهَزِغٌَ ىٖزَح ًٗ ِجٖصٌا ُسِشٌَ َلا 
Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: “Seorang bayi tidak mewarisi 
kecuali terlahir dalam keadaan menangis”.52 
 
2. Dasar Hukum Kewarisan Anak dalam Kandungan 
Dasar hukum batas waktu maksimal dan minimal bagi kandungan. Batas 
waktu minimal terbentuknya janin dan dilahirkan dalam keadaan hidup 
adalah enam bulan. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam: 
a. Q.S. Al- Ah}qa>f: 15 
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 Imam Syafi‟i meriwayatkan bahwa ad-Dhahhak dilahirkan setelah 4 tahun lamanya 
dalam kandungan ibunya. Sewaktu ia lahir sudah bergigi dua biji dan pandai ketawa. Demikian 
juga Abdul Aziz al-Majisyun pun dilahirkan sesudah 4 tahun dalam kandungan. Isteri-isteri 
Majisyun tersohor dalam masyarakat sebagai isteri yang melahirkan kandungan setelah 
dikandunganya selama 4 tahun.  
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 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz ke-2, ..., hlm. 919. Diambil dari Maktabah 
Syamilah. 
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  ...اّشِهَش َنىُصبٍََص ًُ ٌُبَصٔفَو ًُ ٍُِمَحَو ( ...١١) 
Artinya: “ ... Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga 
puluh bulan ... ”.53 
 
b. Q.S. Luqma>n: 14 
... ِهٍَِمبَػ ًٔف ًُ ٌُبَصٔفَو ( ...١٤) 
Artinya: “ ... dan menyapihnya dalam usia dua tahun”. 
 
Apabila waktu untuk menyapih dalam Q.S Luqma>n adalah dua tahun, 
sedangkan dalam Q.S. Al- Ah}qa>f Allah mengumpulkan dua masa, 
yaitu masa mengandung dan menyapihnya sebanyak 30 bulan maka 
tidak ada sisa lagi selain enam bulan untuk mengandung (waktu 
mengandung sekurang-kurangnya enam bulan). Ini adalah pendapat 
Jumhur Fuqaha.  
c. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkkan oleh Abu Hurairah ra.: 
َيبَل َمََّعَو ًٔ ٍٍََِػ ُللها ىََّص ِّ ِجٖىٌا ِهَػ , َحَشٌَِشٌُ  ًِثَأ ِهَػ" : "َسِّسُو ُدِىٌُِىَمٌْا َّ َهَزِعا اَرِإ
)هىغٌا ةبحصأ ياوس( 
Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW Bersabda: 
“Apabila anak yang dilahirkan itu menangis maka dia diberi 
warisan”.54 
d. Hadits Nabi SAW: 
:َمََّعَو ًٔ ٍٍََِػ ُللها ىََّص ًٔ ٌَّا ُيىُعَس َيبَل بّخِسبَص ًَّ ِهَزِغٌَ ىٖزَح ًٗ ِجٖصٌا ُسِشٌَ َلا 
Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: “Seorang bayi tidak mewarisi 
kecuali terlahir dalam keadaan menangis”.55 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, ..., hlm. 504. Lihat Wahbah 
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C. Pembagian Waris Anak dalam Kandungan 
1. Pembagian waris menurut hukum Islam 
Cara membagi warisan anak dalam kandungan dapat dilakukan dengan 
dua cara: 
a. Tidak dibagikan dahulu sebelum anak yang dalam kandungan itu lahir. 
Hal ini supaya tidak menimbulkan kesulitan, karena sudah diketahui 
apakah janin itu lahir dalam keadaan sudah meninggal atau dalam keadaan 
hidup, dan jenis kelaminnya juga telah jelas. 
b. Harta peninggalan si pewaris tersebut segera dibagikan tanpa menunggu 
kelahiran anak yang masih dalam kandungan. Hal ini agak rumit, karena 
tidak diketahui anak dalam kandungan tersebut dalam keadaan hidup atau 
meninggal, dan belum jelas jenin kelaminnya apakah laki-laki atau 
perempuan.
56
  
Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang masih dalam 
kandungan, terlebih dahulu harus diketahui bagian yang akan mereka terima. 
Misalkan saja, anak yang dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam keadaan 
hidup dan termasuk dalam salah satu dari tiga macam keadaan, yaitu: 
a. Anak laki-laki, seorang atau lebih. 
b. Anak perempuan, seorang atau lebih. 
c. Anak kembar, laki-laki dan perempuan. 
Permasalahan yang timbul dari pembagian warisan yang ditunda sampai 
dengan kelahiran anak dalam kandungan tersebut adalah apabila para ahli 
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waris menghendaki harta peninggalan tersebut segera dibagi-bagikan kepada 
mereka, tanpa menunggu kelahiran anak yang masih dalam kandungan. Jumhur 
ulama berpendapat bahwa: 
a. Bila ia mewarisi bersama-sama dengan orang yang tidak akan menerima 
warisan, seperti saudaranya si mati, maka saudara si mati tidak diberikan 
sedikitpun, karena anak dalam kandungan diperkirakan laki-laki yang 
bakal menerima seluruh harta peninggalan secara „ushubah. 
b. Bila ia mewarisi bersama-sama dengan ahli waris yang furudhul 
muqaddarah-nya tidak pasang surut. Maka, ahli waris tersebut menerima 
warisan sesuai dengan pembagiannya masing-masing dan anak dalam 
kandungan menerima sisanya yang ditahan untuknya. Misalnya, ahli waris 
terdiri dari ibu, isteri, dan anak dalam kandungan. Dalam keadaan seperti 
ini bagian ibu tidak berubah menjadi lebih kecil dari 1/6 dan bagian isteri 
tidak berubah dari pada 1/8, walaupun anak dalam kandungan tersebut 
lahir dalam keadaan hidup ataupun meninggal.  
c. Bila ia mewarisi bersama- sama ahli waris yang furudhul muqaddarah-nya 
dapat pasang-surut, maka ahli waris tersebut diberikan bagian sesuai 
dengan bagiannya yang terkecil dan anak dalam kanudngan diberikan 
bagian yang sedang ditahannya, yaitu bagian yang terbesar di antara dua 
perkiraan laki-laki dan perempuan. 
Setelah mereka sepakat bagian yang diberikan kepada anak dalam 
kandungan ialah bagian terbesar dengan perkiraan laki-laki atau perempuan 
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maka ada perbedaan terkait dengan jumlah anak dalam kandungan yang 
dijadikan pedoman untuk memperkirakannya, apakah seorang, dua atau lebih. 
a. Menrut Abu Hanifah, bagian yang ditahan untuk anak dalam kandungan 
ialah sebesar bagian yang terbanyak di antara dua perkiraan 4 orang anak 
laki-laki dan 4 orang anak perempuan.  
b. Menurut Ahmad, Muhammad bin al-Hasan dan al-Lu‟luy, bagian yang 
ditahan adalah sebesar bagian yang terbanyak di antara dua perkiraan 2 
orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan.  
c. Menurut al-laits dan Abu Yusuf, bagian yang ditahan adalah bagian yang 
terbesar di antara dua perkiraan seorang anak laki-laki dan seorang anak 
perempuan. Maksudnya, anak dalam kandungan tersebut awalnya 
diperkirakan laki-laki, kemudian dicari berapa penerimaannya atas dasar 
perkiraan tersebut. Setelah itu, diperkirakan bahwa anak tersebut 
perempuan dan dicari berapa yang diterimanya. Dari dua perkiraan 
tersebut diambil penerimaan yang terbesar untuk ditahannya. Kemudian 
apabila anak dalam kandungan tersebut lahir dalam keadaan berbeda 
dengan perkiraan, maka kelebihan-kelebihan yang ada pada ahli waris 
ditarik kembali untuk diberikan kepada anak yang baru lahir.
 57
 
Contoh dan penyelesaian kewarisan anak dalam kandungan:
58
 
1. Contoh I: 
Seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris: ayah dan isteri 
dalam keadaan hamil (kandungan di sini adalah anak laki-laki atau anak 
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perempuan). Harta warisannya sebesar Rp.48.000.000,- maka 
pembagiannya adalah: 
a. Jika anak dalam kandungan diperkirakan laki-laki: 
Ahli 
waris 
Bagian  
Asal 
Masalah  
Harta Warisan Penerimaan  
  
24 Rp.48.000.000,- 
 
Ayah  1/6 4 4/24x48.000.000 8.000.000 
Isteri 1/8 3 3/24x48.000.000 6.000.000 
Anak 
laki-laki 
Sisa 
(24-7) 
17 17/24x48.000.000 34.000.000 
Jumlah:                                                             Rp.48.000.000 
 
b. Jika anak dalam kandungan diperkirakan perempuan: 
Ahli waris Bagian  
Asal 
Masal
ah  
Harta Warisan Penerimaan  
  
24 Rp.48.000.000,- 
 
Ayah  1/6+sisa 4+5=9 9/24x48.000.000 18.000.000 
Isteri 1/8 3 3/24x48.000.000 6.000.000 
Anak 
Perempuan 
½ 12 12/24x48.000.000 24.000.000 
Jumlah:                                                                Rp.48.000.000 
 
Dalam perkara di atas, ternyata jika anak dalam kandungan 
diperkirakan laki-laki, maka ia akan menerima lebih banyak daripada jika 
diperkirakan perempuan. Oleh karena itu, jumlah yang seharusnya ditahan 
untuknya adalah sebanyak perkiraan laki-laki yaitu sebesar 
Rp.34.000.000,-. 
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2. Contoh II: 
Seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu suami dan 
ibu yang sedang hamil (kandungannya adalah saudara/saudari pewaris). 
Harta warisannya sebesar Rp.12.000.000,-, maka pembagiannya adalah: 
a. Jika anak dalam kandungan diperkirakan laki-laki: 
Ahli 
waris 
Bagian  
Asal 
Masalah  
Harta Warisan Penerimaan  
  
6 Rp.12.000.000,- 
 
Suami  1/2 3 3/6x12.000.000 6.000.000 
Ibu  1/3 2 2/6x12.000.000 4.000.000 
Sdr 
Kandung 
laki-laki 
Sisa  
(6-5) 
1 1/6x12.000.000 2.000.000 
Jumlah:                                                            Rp.12.000.000 
 
b. Jika anak dalam kandungan diperkirakan perempuan: 
Ahli waris Bagian  
Asal 
Masalah  
Harta Warisan Penerimaan  
  
6 Rp.12.000.000,- 
 
Suami  ½ 3 3/8x12.000.000 4.500.000 
Ibu  1/3 2 2/8x12.000.000 3.000.000 
Sdr 
Kandung 
perempuan 
½ 3 3/8x12.000.000 4.500.000 
Jumlah:                                                            Rp.12.000.000 
Catatan: Dari 6 di ‟aul (ditambah) sehingga asal masalahnya menjadi 8). 
Di antara dua perkiraan di atas, jika anak dalam kandungan 
diperkirakan perempuan, ia akan menerima bagian lebih banyak daripada 
diperkirakan laki-laki, maka jumlah yang seharusnya ditahan untuknya 
adalah sebanyak perkiraan perempuan yaitu Rp.4.500.000,-. 
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3. Contoh III: 
Seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang terdiri 
dari: isteri, ayah, ibu, anak perempuan, dan isterinya anak laki-laki yang 
sedang hamil (kandungannya adalah cucu laki-laki atau cucu perempuan 
pancar laki-laki), harta peninggalannya berjumlah Rp.216.000.000,-. 
Pembagiannya adalah: 
a. Jika cucu dalam kandungan diperkirakan laki-laki: 
Ahli waris Bagian  
Asal 
Masalah  
Harta Warisan Penerimaan  
  
24 Rp.216.000.000,- 
 
Isteri  1/8 3 3/24x216.000.000   27.000.000 
Ayah  1/6 4 4/24x216.000.000   36.000.000 
Ibu 1/6 4 4/24x216.000.000   36.000.000 
Anak 
Perempuan 
½ 12 12/24x216.000.000    108.000.000 
Cucu Lk 
Pancar Lk 
Sisa 
(24-23) 
1 1/24x216.000.000     9.000.000 
Jumlah:                                                                    Rp.216.000.000 
 
 
b. Jika cucu dalam kandungan diperkirakan perempuan: 
Ahli waris Bagian  
Asal 
Masalah  
Harta Warisan Penerimaan  
  
24 Rp.216.000.000,- 
 
Isteri  1/8 3 3/27x216.000.000   24.000.000 
Ayah  1/6 4 4/27x216.000.000   32.000.000 
Ibu 1/6 4 4/27x216.000.000   32.000.000 
Anak 
Perempuan 
½ 12 12/27x216.000.000      96.000.000 
Cucu Pr 
Pancar Lk 
1/6 4 4/27x216.000.000    32.000.000 
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Jumlah:                                                                    Rp.216.000.000 
Catatan: Dari 24 di ‟aul (ditambah) sehingga asal masalahnya menjadi 27). 
Di antara kedua perkiraan di atas, jika anak dalam kandungan 
diperkirakan perempuan penerimaan bagiannya lebih banyak daripada jika 
kandungan tersebut diperkirakan laki-laki, maka jumlah yang seharusnya 
ditahan untuknya ialah sebanyak perkiraan bagian perempuan, yaitu 
Rp.32.000.000,-. 
4. Contoh IV: 
Seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri 
dari: suami, ibu, dan isterinya saudara yang mengandung (kandungannya 
adalah anak laki-laki atau perempuannya saudara kandung), harta 
peninggalannya adalah sawah seluah 12 ha, maka pembagiannya adalah: 
a. Jika anak dalam kandungan diperkirakan laki-laki: 
Ahli waris Bagian  
Asal 
Masalah  
Harta Warisan Penerimaan  
  
6 12 ha 
 
Suami  ½ 3 3/6x12 ha 6 ha 
Ibu   1/3 2 2/6x12 ha   4 ha 
Anak laki-
laki sdr. 
kandung 
Sisa  
(6-5) 
1 1/6x12 ha 2 ha 
Jumlah:                                                                       12 ha 
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b. Jika anak dalam kandungan diperkirakan perempuan: 
Ahli waris Bagian  
Asal 
Masalah  
Harta Warisan Penerimaan  
  
6 12 ha 
 
Suami  ½ 3 3/5x12 ha 7.2 ha 
Ibu   1/3 2 2/5x12 ha 4.8 ha 
Anak 
perempuan 
sdr. 
kandung 
Mahjub oleh ibu karena ia dzawil arhan 
 
Jumlah:                                                                  12 ha 
Catatan: Dari 6 di rad}d}  (dikurang sehingga asal masalahnya menjadi 5). 
Dari dua perkiraan di atas, jika anak dalam kandungan tersebut 
diperkirakan sebagai laki-laki hasil penerimaannya lebih banyak 
dibandingkan jika ia diperkirakan sebagai perempuan, karena apabila 
diperkirakan perempuan ia akan terhijab oleh ibu,  maka jumlah yang 
ditahannya adalah sebanyak perkiraan bagian laki-laki yaitu 2 ha. 
5. Contoh V: 
Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris terdiri dari: 
suami dan ibu yang mengandung bukan dengan ayahnya sendiri 
(kandungannya adalah saudara/saudari tunggal ibu). Harta peninggalannya 
adalah Rp.180.000.000,-, maka pembagiannya adalah: 
a. Jika anak dalam kandungan diperkirakan laki-laki: 
Ahli waris Bagian  
Asal 
Masalah  
Harta Warisan Penerimaan  
  
6 Rp.180.000.000,- 
 
Suami  ½ 3 3/6x180.000.000 90.000.000 
Ibu   1/3 2 2/6x180.000.000 60.000.000 
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Saudara 
seibu 
1/6 1 1/6x180.000.000 30.000.000 
Jumlah:                                                                Rp. 180.000.000 
 
b. Jika anak dalam kandungan diperkirakan perempuan: 
Ahli waris Bagian  
Asal 
Masalah  
Harta Warisan Penerimaan  
  
6 Rp.180.000.000,- 
 
Suami  ½ 3 3/6x180.000.000 90.000.000 
Ibu   1/3 2 2/6x180.000.000 60.000.000 
Saudari 
seibu 
1/6 1 1/6x180.000.000 30.000.000 
Jumlah:                                                                Rp. 180.000.000 
 
Dari dua perkiraan di atas, baik dalam perkiraan laki-laki maupun 
perempuan penerimaannya adalah sama banyak. Oleh karena itu, bagian 
yang ditahan untuknya sebesar dari salah satu perkiraan tersebut yaitu Rp. 
30.000.000,-. 
Beberapa cara penyelesaian di atas menjelaskan bahwa penerimaan 
bagian anak dalam kandungan yang ditahan adalah bagain terbesar dari 
dua perkiraan yang ada, dan kelebihan-kelebihan yang ada pada ahli waris 
ditarik kembali untuk diberikan kepada anak yang baru lahir. 
2. Pembagian waris menurut KUH Perdata 
Konsep pembagian kewarisan anak dalam kandungan menurut KUH 
Perdata adalah bahwa anak dalam kandungan yang dikandung dari 
perkawinan yanag sah akan mendapatakan bagian yang sama besarnya dengan 
anggota keluarga yang lainnya. Ketentuan terkait kesamaan bagian warisan 
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masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga disebutkan dalam Pasal 852 
sebagai berikut:
59
 
“Anak-anak atau keterunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari 
berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua 
mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah 
mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis 
kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-
bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang 
meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan 
masing-masing berhak karena dirinya sendirinya; mereka mewarisi 
pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi 
sebagai pengganti”. 
 
Dari ketentuan-ketentuan di atas apabila diterapkan, dapat diketahui 
bahwa bagian warisan anak dalam kandungan apabila anak tersebut berstatus 
sebagai anak yang sah maka, masing-masing mendapatkan satu bagian atau 
memiliki bagian yang sama dengan anggota keluarga yang lainnya. Akan 
tetapi, ketentuan di atas hanya berlaku untuk anak dalam kandungan yang 
memiliki status sebagai anak yang sah sejak awal tanpa adanya pengakuan 
atau pengesahan yang harus dilakukan oleh orang tuanya.  
Bagi anak dalam kandungan yang status keabsahannya diakibatkan 
dari adanya pengakuan atau proses pengesahan terlebih dahulu, maka bagian 
warisan yang diperolehnya tidaklah satu bagian. Hal ini sebagaimana diatur 
dalam ketentuan Pasal 863 dan Pasal 865 KUH Perdata sebagai berikut: 
Pasal 863 
“Jika yang meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau 
isteri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang 
mereka sedianya harus mendapatkannya andaikata mereka anak-anak 
yang sah; jika si meninggal tak meningalkan keturunan maupun suami 
atau isteri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke 
                                                          
59
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atas, atau pun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, 
amak mewarisi setengah dari warisan dan jika hanya ada sanak saudara 
dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat”.60 
Pasal 865  
“Jika se minggal tak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian 
anak luar kawin mendapat seluruh warisan”.61  
Penjelasan di atas, selain mengenai bagian warisan dalam konteks 
besaran yang dapat diterima oleh anak dalam kandungan, juga terkandung 
penjelasan mengenai bagian warisan berdasarkan keadaan orang yang 
mewarisi. Bagian warisan berdasarkan keadaan orang yang mewarisi terutama 
anak dalam kandungan dapat dipaparkan sebagai berikut: 
a. Bagian anak dalam kandungan yang berstatus sebagai anak sah tanpa 
harus didahului oleh adanya pengakuan atau pengesahan, maka bagiannya 
adalah sebagai berikut: 
1) Mendapat satu bagian manakala yang meninggal adalah ayah atau ibu 
atau keluarga sedarah. 
2) Mendapat setengah bagian (pancang demi pancang) manakala yang 
meninggal adlaah sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh. 
b. Bagi anak dalam kandungan yang statusnya sebagai anak sah yang harus 
didahului dengan adanya pengakuan atau pengesahan, maka bagiannya 
adalah: 
1) Sepertiga bagian, jika yang meninggal meninggalkan keturunan atau 
suami atau isteri namun meninggalkan keturunan yang sah atau suami 
atau isteri. 
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2) Sepertiga bagian, jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan 
atau suami atau isteri namun meninggalkan keluarga sedarah. 
3) Setengah bagian, jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan 
atau suami atau isteri atau keluarga sedarah namun meninggalkan 
sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh. 
4) Seluruh bagian, jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan 
atau suami atau isteri atau keluarga sedarah maupun sanak saudara 
dalam derajat yang lebih jauh. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM ANAK DALAM UNDANG-UNDANG 
PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA 
A. Pengertian Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 
Setiap pasangan suami isteri sangat mendambakan kehadiran anak 
dalam keluarganya. Suatu keluarga merasa belum lengkap kalau ditengah-
tengah mereka belum hadir seorang anak. Memang sudah menjadi fitrah 
manusia, bila mereka sudah menikah pasti mereka mengarapkan kehadiran 
anak dalam keluarganya. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Ali-
Imran ayat 14: 
َينِىَجٌْاَو ِءبَغِّىٌا َهٔم ٔداَىَهٖشٌا ٗتُح ِطبٖىٌٍٔ َهٌُِّص  ( ...٤١) 
Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-
apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak,…”. 
Berdasarkan ayat tersebut, sudah menjadi fitrah bagi manusia cinta 
kepada anak, karena tujuannya adalah untuk melanjutkan keturunan di 
samping itu, anak juga sebagai hiasan dalam rumah tangga, amak belum 
lengkap suatu keluarga kalau belum lahir seorang anak.
 62
 
Islam sangat memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan anak, 
yang disebut hadhanah. Namun dalam pemeliharaan anak ini sering 
ditemukan perlakuan yang salah atau kasar terhadap anak. Negara atau 
pemerintah tidak dapat mengambil tindakan apa-apa terhadap perlakuan yang 
salah yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuhnya, hal ini dianggap 
urusan dalam rumah tangga si anak. Untuk melindungi anak dari perlakuan 
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yang salah ini, pemerintah telah mengeluarkan sebuah undang-undang 
perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Berdasarkan 
ketentuan undang-undang ini, yang disebut dengan anak dalam Pasal 1 angka 
1 adalah:
63
 
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 
Penjelasan atas Undang-Undang Perlindungan Anak secara umum 
dikatakan bahwa, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 
keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan 
negara, selain itu anak adalah masa depan bangsa. Agar kelak mampu 
bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak 
perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 
berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, 
perlu dilakukan upaya perlindungan  untuk mewujudkan kesejahteraan Anak 
dengan memberikan jaminan terhadap kebebasan dan hak-haknya tanpa 
perlakuan diskriminatif.  
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak membedakan antara 
anak sah dengan anak tidak sah. Tapi,dalam Pasal 1 Undang-Undang ini 
disebutkan juga jenis anak lainnya, yakni anak terlantar, anak yang 
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menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak 
asuh, yang berbunyi sebagai berikut:
64
 
Pasal 1 angka 6: 
“Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara 
wajar, baik fisik, mental, spriritual, maupun social”. 
Pasal 1 angka 7: 
“Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan 
fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 
dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat 
menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan 
efektif berdasarkan kesamaan hak”. 
Pasal 1 angka 8: 
“Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai 
kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa 
tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang 
lain”. 
Pasal 1 angka 9: 
“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak 
tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya 
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. 
Pasal 1 angka 10: 
“Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga 
untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan 
kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak 
mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”. 
Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan, di mana pada Pasal 42 menjelaskan tentang anak sah dan tidak 
sah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa:
65
 
 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 
akibat perkawinan yang sah”.  
Pemahaman yang sama diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI), yakni diatur dalam Pasal 99, sebagai berikut:
66
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“Anak yang sah adalah:” 
a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 
b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan 
oleh isteri tersebut. 
Hilman Hadikusuma memberi pengertian anak sah adalah anak yang 
dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama 
dan kepercayaannya. Sementara Soetojo Prawirohahmidjojo memberi 
pengertian anak sah adalah anak yang jika lahir dalam suatu perkawinan yang 
sah atau karena adanya perkawinan yang sah.
67
 
B. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia 
Perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi dewasa 
ini secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman 
perilaku kejahatan dalam masyarkat, baik itu terjadi pada orang dewasa 
maupun anak-anak. Perlindungan terhadap anak dalam konstitusi kita 
dinyatakan sangat tegas bahwa negara menjamin hak anak atas 
keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta menjamin 
perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. 
Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dirasakan masih 
belum memberikan perlindungan terhadap anak terutama dalam hal hak harta 
seorang anak, yang mana hal itu akan sangat penting untuk keberlangsungan 
hidup anak di masa yang akan datang. Selain itu, setiap anak mempunyai 
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harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir 
harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.
68
 
Hal ini sesuai dengan  adanya bukti bahwa negara menjunjung tinggi 
hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai 
dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa 
ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat Nasional maupun 
yang bersifat Internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi 
Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak 
melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
Convention On The Right Of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak). 
Hak dan kewajiban anak sendiri di atur dalam Pasal 4 sampai dengan 
19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya 
disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Pengaturan hak-hak anak di 
atur dari Pasal 4 sampai dengan 18, sedangkan Pasal 19 khusus mengatur 
tentang kewajiban anak, yaitu sebagai berikut:
69
 
a. Hak Anak: 
1)  Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.
70
  
2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan.  
3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam 
bimbingan orang tua atau wali.
71
  
4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan 
diasuh oleh orang tuanya sendiri.
72
 
5) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin 
tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak 
tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak 
angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
73
 
6) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.  
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7) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 
dengan minat dan bakat. 
8) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan 
dari kejahatan sesksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, 
tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. 
9) Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar 
biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan 
pendidikan khusus.  
10) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan 
dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan dan kepatutan. 
11) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi 
sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi 
pengembangan diri.  
12) Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, 
bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan anak.
74
 
13) Setiap anak selama dalam pengasuhan prang tua, wali, atau pihak lain 
mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan diskriminasi (misalnya: perlakuan yang 
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membeda-bedakan suku, agama, ras, fisik atau mental), eksploitasi 
(baik ekonomi maupun seksual, misalnya: memperalat, memanfaatkan, 
memeras), penelantaran (misalnya: mengabaikan kewajiban untuk 
memelihara, merawat), kekejaman (misalnya: tindakan atau perbuatan 
secara zalim, kejam), kekerasan dan penganiayaan (misalnya: melukai 
atau menciderai anak), ketidakadilan (misalnya: sewenang-wenang 
terhadap anak) dan perlakuan lainnya (misalnya: tindakan pelecehan). 
14) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika 
ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahawa 
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 
merupakan pertimbangan terakhir.
75
 
15) Apabila terjadi pemisahan dalam hal pengasuhan, anak tetap berhak: 
(a) Untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap 
dengan kedua orang tuanya.  
(b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang 
tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. 
(c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. 
(d) Memperoleh hak anak lainnya. 
16) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 
penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa 
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bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial. Pelibatan dalam 
peperangan, dan kejahatan seksual.
76
 
17) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi. 
18) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 
hukum. 
19) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan 
perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang 
dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan launnya secara 
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela 
diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif 
dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.  
20) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau 
yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 
21) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau 
yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 
b. Kewajiban Anak: 
Hak-hak seorang anak telah dijelaskan pada Pasal 4 sampai 
dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak, selanjutnya 
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kewajiban seorang anak akan dijelaskan pada Pasal 19 Undang-Undang 
Perlindungan Anak. Dan setiap anak berkewajiban untuk:
77
 
1. Menghormati orang tua, wali, dan guru. 
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. 
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara. 
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. 
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 
Bila dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur hak dan 
kewajiban anak terhadap orang tuanya dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan, Undnag-Undang Perlindungan Anak 
lebih rinci pembahasannya. Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 menyatakan bahwa:
78
 
1. Anak wajib meghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka 
yang baik. 
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, 
orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas apabila mereka 
memerlukan bantuannya.  
Ketentuan lain terkait hak anak dalam hal harta adalah bahwa hak 
harta seorang anak yang masih di bawah umur menurut peraturan perundang-
undangan (batas umurnya 18 tahun dan belum menikah)  adalah berada 
ditangan walinya, dimana wali tersebut bertanggung jawab penuh atas harta 
                                                          
77
   Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, Eksistensi dan Implementasi …, hlm. 200. 
78
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3019).   
60 
 
kekayaan anak yang dikelolanya. Sehingga anak yang masih dibawah umur 
yang mendapatkan harta kekayaaan, maka harta tersebut akan dikelola oleh 
walinya, dan wali tersebut harus menjamin akan kelangsungan hidup si anak 
secara baik dan terjamin. Dimulai dari kehidupan sehari-harinya, kesehatan, 
sekolah maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perkembangan anak 
tersebut. 
Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa wali 
wajib membuat daftar kekayaan pada saat mulai memegang jabatan dan wajib 
mencatat perubahan-perubahan yang terjadi atas harta anak yang dikelola.  
Wali juga mempunyai kewajiban mengelola harta kekayaan anak secara baik 
sehingga tidak menyebabkan kerugian. Apabila terjadi kelalaian atau 
kesalahan wali terjadi kerugian pada harta anak, amak anak atau keluarganya 
dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, dan setelah ada putusan pengadilan 
tentang hal itu, maka wali wajib mengganti kerugiannya.
 79
 
Penjelasan terkait hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak telah dijelaskan secara rinci dan jelas di atas. Dalam hal 
ini seorang anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, 
identitas, mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, berhak atas 
perlindungan dari eksploitasi baik ekonomi maupun seksual dan hak-hak yang 
lain yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.  
Dari hak-hak anak tersebut dapat diketahui bahwa anak terutama anak 
yang masih dalam kandungan berhak mendaptkan perlindungan terutama 
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dalam masalah harta atau ekonomi dimana banyak terjadi kasus seorang anak 
tidak mendapatkan keadilan dalam penggunaan harta tersebut karena adanya 
pemerasan oleh wali yang didasari untuk mendapatkan kepentingan pribadi 
sehingga berakibat terjadi penelantaran kepada anak tersebut. Selain itu masih 
banyak lagi kasus yang terjadi diakibatkan adanya pelanggaran terhadap hak-
hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu, kejahatan seksual, 
penelantaran, ketidakadilan, diskriminasi dan lain sebagainya. 
Selain hak-hak anak seorang anak juga wajib menjalankan 
kewajibannya sebagai anak, hal itu untuk menunjukkan bahwa seorang anak 
menghormati kedua orang tuanya dan untuk menunjukkan rasa terima kasih 
kepada orang tua yang telah merawatnya dari ia kecil sampai dewasa. 
C. Kedudukan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 
Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan terkait kedudukan 
anak dimulai dari identitas seorang anak dan anak yang lahir dari perkawinan 
campuran. Pasal yang mengatur terkait identitas anak adalah Pasal 27 dan 28, 
yaitu:80 
Pasal 27 menyatakan bahwa: 
 
(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. 
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
akta kelahiran. 
(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari 
orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. 
(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan 
orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta 
kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang 
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yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan 
kepolisian. 
Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Anak di atas telah menjelaskan 
secara rinci dan jelas bahwa identitas diri seorang anak harus diberikan sejak 
kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Sedangkan pembuatan 
akta kelahiran berdasarkan  keterangan dari orang yang menyaksikan ketika 
proses kelahiran. Akan tetapi jika terjadi sesuatu, seperti hal nya proses 
kelahiran seorang anak yang tidak diketahui ataupun orang tua si anak yang 
tidak diketahui keberadaannya maka, pembuatan akta kelahiran anak 
didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita 
acara pemeriksaan kepolisian. 
Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak yang baru lahir berhak 
untuk mendapatkan identitas diri, baik itu diketahui keberadaan orang tuanya 
ataupun tidak. Pasal ini juga sesuai dengan Deklarasi Universal HAM yang 
terdiri dari 30 Pasal,
 81
 yang mana mengatur mengenai hak-hak asasi yang 
dimiliki oleh setiap manusia tanpa kecuali, salah satunya adalah Pasal 1 yang 
menjelaskan bahwa setiap orang, sejak dilahirkan memiliki kebebasan dan 
memiliki persamaan martabat dan hak. 
Selain Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan pula 
terkait identitas anak dalam Pasal 28 yang menegaskan bahwa: 
(1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi 
kependudukan. 
(2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat 
kelurahan/desa. 
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(3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
paling lambat 30 (tiga puluh0 hari sejak tanggal terpenuhinya 
semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
(4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dikenai biaya. 
(5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Anak ini lebih menekankan 
terkait dengan tata cara pembuatan akta kelahiran bagi anak yang baru lahir, 
pembuatan akta kelahiran ini dimaksudkan untuk pengukuhan status anak 
yang baru lahir secara hukum. Sehingga anak yang baru lahir tersebut bisa 
mendapatkan hak yang sama dengan orang lain ketika berhadapan dengan 
hukum.  
Sedangkan peraturan terkait anak yang lahir dari perkawinan campuran 
di atur dalam Pasal 29  yang menjelaskan bahwa:
82
 
(1) Jika terjadi perkawinan campuran antara negara Republik 
Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari 
perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari 
ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk  memilih atau 
berdasarkan keputusan pengadilan,  berada dalam pengasuhan 
salah satu dari kedua orang tuanya. 
(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan 
ibunya bekewarganegaraan Republik Indonesia, demi 
kepentingan terbaik anak atau permohonan ibunya, pemerintah 
berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik 
Indonesia bagi anak tersebut. 
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Berkenaan dengan Pasal 29 ayat (2) dan (3) ini perlu dijelaskan bahwa 
suami isteri yang beragama Islam, sekalipun perkawinan campuran, hal ini 
dapat dilihat dalam hadits Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits yang 
diriwatkan oleh Abdullah Ibn Umr, Rasulullah SAW bersabda: 
بَل ًحَأَشِما َّنإ ًُ ٌَ ِيِشِجَحَو ٌءبَمَع ًُ ٌَ ىِثِذَصَو ٌءَبػِو ًْ ٌَ ىِىْطَث ِذَوبَو اَزٌَ  ىِىِثا َّنِإ للها ُيِىُعَسبٌَ ِذٌَ
 ٔذِوَأ مٍعَو ًٔ ٍٍََِػ للها ىََّص للها ُيِىُعَس َيبَمَف ,ًِّىٔم ًُ َػِضِىٌَ ْنَا َداَسًأَو ًِ ِىَمٍََّط ُيبَثَأ ْنِإَو ٌءاَىَح ٗكَحَأ
َر ِمٌَبَم ًٔ ِث.)دواد ىثاو ذحمأ ياوس( ًِ ٔحٔىِى 
Artinya: “Seorang perempuan berkata (kepada Rasulullah SAW): Wahai 
Rasulullah SAW anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku 
yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), 
ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku”, 
maka Rasulullah SAW bersabda: “Kamulah yang lebih berhak 
(memelihara)nya, selama kamu tidak menikah”. (Riwayat Ahmad 
dan Abu Dawud). 
 
Hadits di atas menegaskan bahwa ibulah yang lebih berhak untuk 
memelihara anaknya, selama ibunya itu tidak menikah dengan laki-laki lain. 
Apabila ibunya menikah, maka praktis hak hadhanah tersebut beralih kepada 
ayahnya. Alasannya adalah bahwa apabila ibu anak tersebut menikah, maka 
besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru, 
dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri.
83 
Hadits lain yang membahas terkait kedudukan anak menjelaskan 
bahwa bagi anak yang sudah bisa dan mampu memilih (mumaiyyiz) diberikan 
pilihan, kepada siapa dia akan ikut, apakah ia memilij ayahnya atau ibunya. 
Dan apabila si anak memilih ibunya, maka ibunyalah yang berhak untuk 
mengasuh anak tersebut. 
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D. Perwalian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia 
Anak dalam kandungan dalam hal ini adalah termasuk ahliyatul 
wujub naqishah, sehingga ia dalam menjalankan kewajibannya membutuhkan 
adanya wali, masalah perwalian tidak dapat diuraikan dalam satu peraturan 
perundang-undangan, tetapi dalam beberapa buah bahkan dengan rentang 
waktu pengesahann (pemberlakuan) yang relatif panjang. Dan salah satu 
pertauran yang mengatur perwalian adalah dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak.  
Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur terkait perwalian 
dalam  Pasal 30 sampai  dengan Pasal 35 yang berisi terkait dengan kuasa 
asuh dan perwalian terhadap seorang anak. Pada dasarnya seorang anak yang 
lahir dari pasangan suami isteri diasuh oleh orang tuanya. Orang tua 
mempunyai kekuasaan untuk mengasuh anaknya, tapi oleh karena orang tua: 
sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan berkelakuan buruk 
sekali.
84
 Maka kuasa asuh atau hak untuk mengasuh anaknya dapat dicabut 
dengan putusan pengadilan atas permohonan salah satu orang tua, saudara 
atau keluarga si anak.  
Penetapan pengadilan dalam hal penunjukkan wali yang akan 
mengasuh anak tersebut, orang perseorangan atau lembaga pemerintah/ 
masyarakat (Badan Hukum), menurut Pasal 32 sekurang-kurangnya memuat: 
a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua 
kandungnya. 
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b. Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup 
anaknya; dan 
c. Batas waktu pencabutan. 
Sedangkan mengenai perwalian
85
 yang diatur pada Pasal 33 sampai 
dengan 36 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Pasal 33 menyatakan:
 86
 
1. Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan 
kewajiban dan tannggung jawab sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi 
persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang 
bersangkutan. 
2. Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
87
 
3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak. 
4. Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab 
terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang 
bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak. 
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan 
wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Sehubungan dengan perwalian ini, juga sudah diatur dalam undang-
undang lain seperti Undang-Undang Nomor 1Tahun1974 tentang perkawinan 
atau dalam KHI. Orang yang mengurus anak yang tidak ada orang tuanya atau 
orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau orang tuanya 
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dicabut kekuasaannya, maka diurus oleh wali. Wali boleh seseorang atau 
badan hukum.  
Prosedur pengangkatan wali, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 maupun dalam KHI dijelaskan bahwa orang tua boleh berwasiat 
kepada seseorang untuk menjadi wali anaknya, jika dia meninggal dunia. 
Untuk menjadi wali dapat pula dilakukan dengan musyawarah 
keluarga anak, siapa di antara mereka yang pantas untuk menjadi wali anak 
tersebut. Karena salah satu prinsip dalam hukum Islam adalah musyawarah 
dalam menyelesaikan suatu persoalan. 
Apabila dengan dua cara tersebut tidak memungkinkan maka 
pengangkatan wali dilakukan melalui pengadilan atau usul dari keluarga anak. 
Syarat untuk menjadi walim, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 ayat 
(4) KHI sebagai berikut:
88
 
“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau 
orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan 
baik atau berbadan hukum”.  
Pasal 34 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa 
wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum 
baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi 
anak.  
Pasal 34 
“Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan 
perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk 
kepentingan yang terbaik bagi anak”. 
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Pasal 35 
1. Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai 
wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai 
Harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai 
kewenangan untuk itu. 
2. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili 
kepentingan anak. 
3. Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 
(2) harus mendapat penetapan pengadilan. 
 
Pasal 36 
1. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari ternyata 
tidak cakap melakukan perbutan hukum atau menyalah gunakan 
kekuasaannnya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut 
dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan 
pengadilan. 
2.  Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali 
melalui penetapan pengadilan.
89
 
 
Pasal-Pasal di atas menunjukan bahwa wali, ketika orang tua tidak 
cakap melakukan perbuatan hukum atau ketika tidak diketahui 
keberadaannya, harus melalui penetapan pengadilan. Sedangkan dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 orang tua sebelum meninggal dunia 
diberi izin untuk menunjuk wali (melalui wasiat tertulis atau lisan). 
Ketentuan lama ini tidak diubah atau dibatalkan, tetapi ditambah dengan 
ketentuan baru, mengenai penunjukkan wali karena orang tua tidak cakap 
melakukan perbuatan hukum atau ketika keberadaan orang tua tidak 
diketahui. Dengan demikian ada tambahan ketentuan baru dalam Undang-
Undang ini, ketika orang tua tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau 
tidak diketahui keberadaannya, maka pengadilan dapat melakukan 
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penunjukkan wali. Begitu juga dalam hal tidak ada wasiat dari orang tua 
sebelum mereka meninggal dunia, maka penunjukkan wali harus dilakukan 
melalui penetapan pengadilan.  
Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 disebutkan bahwa, untuk kepentingan si anak, wali yang 
ditunjuk wajib mengelola harta milik anak secara baik, dan wali bertanggung 
jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.  
Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyatakan secara jelas 
bahwa wali yang sudah mendapat penetapan pengadilan “dapat mewakili 
anak untuk melakukan perbuatan hukum” baik di dalam maupun di luar 
pengadilan, asalkan untuk kepentingan terbaik anak.  Dan dalam 
kenyataannya, wali akan menjadi orang yang akan selalu mewakili anak, 
karena tidak ada orang atau pihak lain yang lebih berhak untuk mewakilinya. 
Tetapi kenyataannya adalah undang-undang ini tidak menyebutkan siapa 
yang akan mengingatkan, mengawasi atau mengatur bahkan mencegah wali 
sekiranya dia mengabaikan atau melampui kewenangannya dalam mewakili 
kepentingan anak.  
Hal inilah yang menjadi kelemahan dalam undang-undang ini, dimana 
tidak adanya lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi wali ketika dia tidak 
mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di dalam perbuatannya. 
Hal ini juga menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan 
kewenangan yang relatif sangat luas dan kuat kepada wali (yang sudah 
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mendapat penetapan pengadilan) mengenai pengelolaan harta anak yang 
berada di bawah perwaliannya, yang berpotensi merugikan kepentingan anak. 
Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan apabila wali 
tersebut tidak cakap dan banyak melakukan penyelewengan dan merugikan 
anak yang di bawah perwaliannya maka, kekuasannya dapat dicabut oleh 
Pengadilan dan pengadilan akan menunjuk orang lain sebagai pengganti. 
Akan tetapi, fakta yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah tidak sesuai 
dengan peraturan yang ada, di mana banyak wali yang walaupun 
menyelewengkan kewenangannya akan tetapi kekuasaan perwaliannya tidak 
dicabut karena kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan hak harta anak 
yang di bawah perwalian.  
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BAB IV 
 RELEVANSI HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN TERHADAP 
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK 
A. Konsep Waris Anak dalam Kandungan Menurut Fiqh Islam 
Kewarisan anak dalam kandungan dalam fiqh Islam adalah kewarisan 
yang diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan apabila dia 
diketahui keberadaannya dan dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal. 
Dimana pembagian harta warisan telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur‟an 
dan Hadits dan sesuai dengan rukun waris mewarisi yaitu, adanya harta 
peninggalan, pewaris atau orang yang meninggalkan harta warisan dan ahli 
waris. Apabila tiga rukun tersebut terpenuhi maka waris mewarisi dapat 
dilaksanakan dan dibagi sesuai dengan ketentuan masing-masing.  
Syarat kewarisan anak dalam kandungan dijelaskan oleh Wahbah 
Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu adalah anak tersebut 
keberadaannya diketahui dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dan 
anak tersebut lahir keadaan dalam keadaan hidup, walaupun setelah beberapa 
menit meninggal.
90
 Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa seorang 
anak walaupun masih dalam kandungan, dia berhak menerima harta warisan 
asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam 
konsep kewarisan Islam terdapat keadilan, dimana anak yang belum lahir 
ataupun masih di dalam kandungan berhak mendapatkan haknya dan telah 
terjamin hak untuknya ketika dia dilahirkan.  
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Teori hukum kewarisan menurut Ahli Sunnah dikelompokkan dalam 
tiga macam, yaitu Ashabul furudh, Ashabah, dan dzawil arham. Dimana, ketiga 
kelompok tersebut telah dijelaskan bagiannya masing-masing secara jelas 
dalam Al-Qur‟an. Selain itu, di antara ahli waris ini pada kesempatan tertentu 
tetap sebagai ahli waris ashabul furudh, tetapi pada kesempatan lain bukan 
berkedudukan sebagai ahli waris ashabul furudh, ahli waris yang tetap sebagai 
ashabul furudh adalah ibu, duda, dan janda. Sedangkan ahli waris pada 
kesempatan lain dapat berkedudukan bukan ashabul furudh adalah, anak 
perempuan, ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dari penjelasan 
tersebut kedudukan anak dalam kandungan adalah menyesuaikan keadaan dan 
posisi apakah dia menjadi ahli waris ashabul furudh, ashabah atau dzawil 
arham, asalkan diketahui keadaannya dan keberadaannya, maka anak dalam 
kandungan berhak mendapatkan harta warisan.  
Permasalahan besar yang sering terjadi dalam prakteknya adalah 
sulitnya praktek pembagian warisan yang sesuai dengan konsep kewarisan 
dalam Islam. Karena mayoritas masyarakat muslim merasa bahwa pembagian 
kewarisan dengan konsep kewarisan Islam kurang mampu memberikan 
keadilan dengan adanya konsep 2:1 antara anak laki-laki dengan anak 
perempuan, walaupun sebenarnya bukan begitu, karena adanya konsep 2:1 
adalah adil bagi anak laki-laki maupun perempuan. Anak laki-laki 
mendapatkan bagian 2 dikarenakan anak laki-laki mempunyai tanggung jawab 
yang lebih besar daripada tanggung jawab anak perempuan, dimana anak laki-
laki akan menjadi kepala keluarga.  
73 
 
Permasalahan lain yang sering terjadi dalam konsep pembagian waris 
Islam adalah ketika pewaris meninggal harta peninggalan atau harta warisan 
tidak segera dibagikan, sampai ada ahli waris lain yang meninggal. Hal ini 
akan menyebabkan banyak masalah di masa yang akan datang, karena konsep 
pembagian yang akan semakin sulit, terutama untuk status anak yang masih 
dalam kandungan, karena anak dalam kandungan juga berhak mendapatkan 
harta waris tersebut apabila dia berstatus sebagai ahli waris. Lain hal nya 
apabila mayoritas umat muslim yang menerapkan konsep pembagian warisan 
menurut Islam ketika pewaris meninggal segera membagikan harta warisan, 
maka harta warisan tersebut akan terjamin untuk para ahli waris dan akan 
memperkecil adanya perselisihan dalam keluarga terkait dengan harta warisan 
tersebut dan untuk menjamin hak ahli waris yang lain. 
Jika, penerapan hukum waris Islam dilaksanakan untuk menghindari, 
konflik atau perselisihan bisa dengan cara “perdamaian” atau ‚Al-Shulh‛ 
diantara para ahli waris, bahkan perdamaian ini dapat digunakan untuk 
menyelesaikan perselisihan di antara para ahli waris atau bukan ahli waris, 
tetapi menjadi subyek perselisihan. Cara penyelesaian ini sangat baik, dan 
Allah SWT dalam Al-Qur;an telah menganjurkan sebagaimana dalam Q.S An-
Nisa‟ ayat 126 yang menjelaskan bahwa “Perdamaian adalah perbuatan yang 
baik” bahkan perdamaian menjadi kaidah ushul fiqh dan dapat dijadikan 
pertimbangan hukum. Kaidah tersebut adalah “Al-Shulhu sayyidul Al Ahkam” 
artinya perdamaian puncak dari segala hukum.  
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B. Relevansi Konsep Waris Anak dalam Kandungan Menurut Fiqh Islam 
terhadap Undang- Perlindungan Anak di Indonesia 
Relevansi konsep waris anak dalam kandungan menurut fiqh Islam 
terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia adalah bahwa 
seorang anak terutama anak yang masih dalam kandungan berhak mendapatkan 
harta untuk kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang selama dia hidup 
ketika pewaris meninggal, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ada 
dalam fiqh waris Islam. Dan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa seorang anak berhak 
mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 
Undang-Undang Perlindungan Anak, salah satunya adalah setiap anak berhak 
untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi, hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 288 
Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang 
tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
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Negara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan 
orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin 
terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 
Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama inibelum memberikan 
jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai 
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dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam, 
melakasanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus 
didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan 
dan perlindungan atas Hak Anak.  
Instrument hukum, walaupun telah dimiliki dalam perjalanannya 
Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia belum dapat berjalan secara 
efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-
undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Kegiatan perlindungan anak 
membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun 
hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan 
anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan 
demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan 
yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkkan dalam pelaksanaan 
perlindungan anak.
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Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang 
Perlindungan Anak di Indonesia tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan diatur 
sebagai berikut:
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1. Non diskriminasi 
Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok 
yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak. 
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (The best interest of the child) 
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Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan 
oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka 
kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. 
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 
Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, 
dan perkembangan hak asasai yang paling mendasar bagi anak 
yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. 
Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling 
asasi. 
4. Penghargaan terhadap pendapat anak 
Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak 
adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan 
menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut 
menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.  
 
Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin 
terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi 
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 
Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan terkait dengan 
perwalian disebutkan bahwa syarat dan tata cara penunjukkan wali akan 
diatur dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi, peraturan pemerintah yang 
dimaksud sampai saat ini masih belum dibuat. Dengan demikian, tata cara 
pengajuan permohonan penetapan wali dan pihak-pihak yang berwenang 
mengajukannya belum diatur secara khusus, dan karena hal itu juga meujuk 
ke aturan umum di bidang hukum acara.  
Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa wali yang ditunjuk wajib mengelola 
harta milik anak secara baik dan bertanggung jawab pula atas kerugian yang 
timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Aka tetapi kedua Undang-Undang 
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tersebut tidak mencantumkan sanksi atas wali apabila dia tidak melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya atas pegelolaan harta anak tersebut.  
Undang-Undang PerlindunganAnak juga menyatakan secara jelas 
bahwa wali yang sudah mendapat penetapan pengadilan “dapat mewakili 
anak untuk melakukan perbuatan hukum” baik di dalam maupun di luar 
pengadilan, asalkan untuk kepentingan terbaik anak.  Dan dalam 
kenyataannya, wali akan menjadi orang yang akan selalu mewakili anak, 
karena tidak ada orang atau pihak lain yang lebih berhak untuk mewakilinya. 
Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah bahwa undang-undang ini tidak 
menyebutkan siapa yang akan mengingatkan, mengawasi atau menegur 
bahkan mencegah wali sekiranya dia mengabaikan atau melampui 
kewenangannya dalam mewakili kepentingan anak. Tidak ada badan atau 
lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi wali ketika dia tidak 
mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak di dalam 
perbuatannya. Dengan demikian tidaklah berlebihan sekiranya dikatakan 
bahawa undang-undang ini memberikan kewenangan yang relative sangat 
luas dan kuat kepada wali (yang sudah mendapat penetapan pengadilan) 
mengenai pengelolaan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, 
sehingga sangat berpotensi untuk merugikan kepentingan anak.  
Penjelasan di atas menjelaskan bahwa adanya  relevansi antara hukum 
waris Islam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia dalam 
hal hak harta anak, terutama anak dalam kandungan. Dimana, hak harta anak 
dalam kandungan telah terjamin dalam hukum waris Islam maupun Undang-
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Undang Perlindungan Anak. Akan tetapi, dari kedua hukum tersebut ada 
beberapa kendala dalam prakteknya, terutama dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak dimana hak harta seorang anak tidak diperhatikan secara 
jelas ketentuan dan sanksi yang diberikan apabila harta tersebut tidak 
diberikan sesuai dengan apa yang seharusnya anak itu peroleh. Sedangkan, 
dalam hukum waris Islam lebih diperhatikan hak-hak harta ahli waris, begitu 
juga dengan ahli waris yang masih dalam kandungan. 
Hukum waris Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak juga 
sama-sama mengatur terkait perwalian seorang anak, yang mana perwalian 
tersebut dapat membantu seorang anak yang belum dewasa untuk 
menentukan apa yang terbaik untuknya. Perwalian dalam Hukum waris Islam 
sendiri juga telah dijelaskan secara jelas syarat dan ketentuan yang sesuai 
dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah, begitu juga dengan Undang-Undang 
Perlindungan Anak, dalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara 
jelas syarat dan ketentuannya. Akan tetapi, kedua hukum tersebut belum 
dijelaskan secara jelas sanksi yang diberikan apabila wali tersebut tidak 
memenuhi syarat  dan ketentuan yang tertulis, sehingga hal ini akan 
memberikan banyak kemungkinan buruk kepada anak yang berada dalam 
perwalian wali yang ditunjuk tersebut, terutama dalam hal harta. 
Relevansi keduanya adalah dengan ditetapkannya anak dalam 
kandungan sebagai ahliyatul wujub naqishah, maka anak dalam kandungan 
tetap berhak mendapatkan perlindungan hak hartanya yang akan ditanggung 
oleh walinya. Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak di 
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Indonesia juga sama-sama mengatur hak harta anak walaupun tidak secara 
rinci. Dan relevansi keduanya adalah untuk sama-sama mewujudkan teori 
maqashid syari‟ah dan maslahah mursalah, sehingga perlu ada perhatian lebih 
lanjut dalam undang-undang perlindungan anak di Indonesia dalam hal harta,  
sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan dimana undang-undang 
perlindungan anak akan lebih membantu mengisi kekurangan yang ada dalam 
hukum perdata di Indonesia terkait harta.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah menjabarkan secara rinci pembahasan mengenai hak waris 
anak dalam kandungan menurut fiqh Islam dan relevansinya terhadap 
Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
terdapat beberapa kesimpulan, di antaranya adalah: 
1. Bahwa dalam fiqh waris Islam, anak dalam kandungan berhak 
mendapatkan warisan jika rukun dan syarat pewarisannya terpenuhi 
diantaranya adalah bahwa anak dalam kandungan tersebut di ketahui 
keberadaannya dan dalam keadaan hidup ketika yang mewariskan 
hartanya meninggal. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan 
Anak juga disebutkan bahwa yang dimaksud seorang anak adalah 
seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. Sehingga hak-hak anak yang masih dalam 
kandungan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak haruslah terjaga 
dan terpenuhi. 
2. Kadudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam fiqh waris 
Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah jelas, akan tetapi 
penerapan dalam pelaksanaannya kurang terjamin haknya, sehingga 
menimbulkan kerugian bagi status anak dalam kandungan kedepannya. 
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Dalam hal ini, fiqh waris dan undang-undang perlindungan anak di 
Indonesia bisa saling melengkapi terkait hak harta anak. 
3. Relevansi hak harta anak dalam kandungan menurut fiqh Islam dengan 
Undang-Undang Perlindungan Anak adalah bahwa hak seorang anak 
dalam kandungan sudah terjamin sesuai dengan ketentuan dan syaratnya 
masing-masing. Dan untuk lebih menjamin hak seorang anak dalam 
kandungan adalah dengan memberikan sanksi apabila syarat dan 
ketentuan yang ada tidak terlaksana sehingga memberikan efek jera bagi 
siapapun yang tidak melaksanakannya dan perlu adanya pengawasan 
yang lebih supaya seorang anak dalam kandungan haknya terjamin di 
masa ketika ia beranjak dewasa yang mana telah dijelaskan dalam 
Undang-Undang Perlindungan Anak. 
B. Saran 
- Untuk pemerintah adalah memperbaiki syarat dan ketentuan terkait hak 
harta anak yang masih di bawah umur termasuk anak dalam kandungan 
dan memberikan ketentuan lebih lanjut untuk lebih menjamin hak harta 
anak yang akan menjadi ketentuan tumbuh kembangnya seorang anak di 
masa yang akan datang. 
- Untuk masyarakat adalah lebih memperhatikan hak-hak anak yang masih 
di bawah umur termasuk anak yang dalam kandungan baik sesuai fiqh 
Islam maupun Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia.  
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LAMPIRAN 1 
 
TABEL PEMBAGIAN FIQH WARIS ASHABUL FURUDH 
 
NO NAMA AHLI WARIS BAGIANNYA SYARATNYA 
1 SUAMI 
1/2 tidak ada keturunan yang mewarisi 
1/4 ada keturunan yang mewarisi 
    
2  ISTRI 
1/4 tidak ada keturunan yang mewarisi 
1/8 ada keturunan yang mewarisi 
3   AYAH 
1/6 ada keturunan yang mewarisi 
1/6 
dan ashobah 
ada keturunan perempuan yang mewarisi 
ashobah tidak ada keturunan yang mewarisi 
4  IBU 
1/3 tidak ada keturunan yang mewarisi 
1/6 ada keturunan yang mewarisi 
1/3 sisa tidak ada keturunan yang mewarisi dan bersamanya ayah, suami dan istri 
 
5 
 
 
 
ANAK PEREMPUAN DARI ANAK 
LAKI-LAKI 
 
 
 
1/2 
 
sendirian 
2/3 dua orang atau lebih 
ashobah bersamanya anak laki-laki 
    
6 
 
 
 
CUCU PEREMPUAN DARI ANAK 
LAKI-LAKI 
 
 
1/2 sendirian 
2/3 dua orang atau lebih 
1/6 bersamanya satu anak perempuan dari anak laki-laki 
ashobah bersamanya cucu laki-laki dari anak laki-laki 
7 
 
 
 
SAUDARA PEREMPUAN 
SEKANDUNG  
 
 
 
1/2 sendirian dan tidak ada anak laki-laki atau ayah 
2/3 dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki atau ayah 
ashobah bersamanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
 
bersamanya anak atau cucu perempuan dari anak laki- laki 
8 
 
 
SAUDARA PEREMPUAN SEAYAH  
 
1/2 
sendirian dan tidak ada anak laki-laki , ayah atau saudara perempuan 
sekandung 
2/3 
dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki , ayah atau saudara 
perempuan sekandung 
1/6 bersamanya satu saudara perempuan sekandung 
ashobah bersamanya  saudara laki-laki seayah 
9 
 
SAUDARA PEREMPUAN SEIBU 
1/6 sendirian  serta tidak bersamanya keturunan yang mewarisi dan ayah 
1/3 
dua orang atau lebih serta tidak bersamanya keturunan yang mewarisi dan 
ayah 
    
10 
 
SAUDARA LAKI-LAKI SEIBU 
 
1/6 sendirian  serta tidak bersamanya keturunan yang mewarisi dan ayah 
1/3 
dua orang atau lebih serta tidak bersamanya keturunan yang mewarisi dan 
ayah 
    
11  
 
KAKEK   
 
1/6 ada keturunan yang mewarisi dan tidak ada ayah 
1/6 
dan ashobah 
ada keturunan perempuan yang mewarisi dan tidak ada ayah 
ashobah tidak ada keturunan yang mewarisi dan  ayah 
    
12 NENEK 1/6 tidak ada bersamanya ibu 
 TABEL AHLI WARIS DAN BAGIAN WARIS  HUKUM WARIS ISLAM INDONESIA MENURUT KOMPILASI HUKUM 
ISLAM 
oleh : Nasichun Amin, M.Ag  (Penghulu Muda di KUA Kec. Gresik) 
 
 
SEBAB / HUBUNGAN 
 
AHLI WARIS 
 
SYARAT 
 
PEROLEHAN HARTA 
WARIS 
DASAR HUKUM 
Al-Qur’an / 
Hadits 
Pasal 
KHI 
A PERKAWINAN 
(yang masih 
terikat status) 
1. Istri / Janda Bila tidak ada anak/cucu 1/4 An-Nisa’ 12 180 
Bila ada anak/cucu 1/8 
2. Suami / Duda Bila tidak ada anak/cucu 1/2 An-Nisa’ 12 179 
Bila ada anak/cucu 1/4 
B. NASAB / 
HUBUNGAN 
DARAH 
1. Anak 
Perempuan 
Sendirian (tidak ada anak  dan cucu lain) 1/2 An-Nisa’ 11 176 
Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau 
cucu laki-laki 
2/3 
2. Anak Laki-Laki Sendirian atau bersama anak / cucu lain (laki- 
laki atau perempuan) 
Ashobah (sisa seluruh 
harta setelah dibagi 
pembagian lain) 
An-Nisa’ 11 
dan Hadist 
01 Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan 
perempuan 2 banding 1 
3. Ayah Kandung Bila tidak ada anak / cucu 1/3 An-Nisa’ 11 177 
Bila ada anak / cucu 1/6 
4. Ibu Kandung Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua 
saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah 
Kandung 
1/3 An-Nisa’ 11 178 
Bila ada anak/cucu dan / atau ada dua 
saudara atau lebih dan tidak bersama  Ayah 
Kandung 
1/6 
Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua 
saudara atau lebih tetapi  bersama Ayah 
Kandung 
1/3 dari sisa sesudah 
diambil istri/janda atau 
suami/duda 
An-Nisa’ 11 
5. Saudara laki-laki 
atau perempuan 
seibu 
Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada 
Ayah Kandung 
1/6 An-Nisa’ 12 181 
Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan 
tidak ada Ayah Kandung 
1/3 
6. Saudara 
perempuan 
kandung atau 
seayah 
Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada 
Ayah Kandung 
1/2 An-Nisa’ 12 182 
Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan 
tidak ada Ayah Kandung 
2/3 
7. Saudara laki-laki Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak Ashobah (sisa seluruh An-Nisa’ 12 
  
   kandung atau 
seayah 
ada anak / cucu DAN tidak ada ayah kandung harta setelah dibagi 
pembagian lain) 
dan Hadits 
01 
 
Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan 
perempuan 2 banding 1 
8. Cucu / 
keponakan 
(anak saudara) 
Menggantikan kedudukan orang tuanya yang 
menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai 
kedudukan ahli waris yang diganti 
Sesuai yang diganti 
kedudukannya sebagai ahli 
waris 
Tidak ada / 
Ijtihad 
185 
 
Catatan : 
1. Harta peninggalan sebelum dibagi sebagai harta waris terlebih dahulu harus diselesaikan masalah hutang piutang pewaris (yang meninggal) 
dan biaya pemakaman serta wasiat yang dibolehkan (bila ada). Disamping itu bila si mayit meninggalkan istri (janda) atau suami 
(duda) dan masih terikat perkawinan perlu dipisahkan lebih dahulu antara harta bawaan (harta yang dipunyai sebelum menikah) dan harta 
bersama (harta yang diperoleh setelah pernikahan atau harta gono-gini). Sesuai dengan hukum adat bahwa harta bersama/gono-gini dibagi 
menjadi dua bagian, separuhnya  adalah milik suami dan separuhnya milik istri. 
2. Jadi yang menjadi Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan 
pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah(tajhis), pembayaran hutang dan pemberian kerabat (Pasal 
171  butir e  KHI ). 
3. Kerabat yang tidak memperoleh bagian waris, ANAK ANGKAT atau ORANG TUA ANGKAT dapat memperoleh bagian sebagai 
HIBAH (ketika pewaris masih hidup) atau sebagai WASIAT WAJIBAH, atau diberi bagian yang tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan 
sesuai ketentuan pasal 194 s/d 214 KHI. 
4.  Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. 
(pasal 183) 
5. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan 
pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan 
gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.  (pasal 188).
1
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 http://subchanb.blogspot.com/p/tabel-wasri.html. ( diakses pada 17 Oktober 2018, Pukul 20.00). 
